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PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
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Menimbang

DI INSTANS] PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk mempercepat pencapalan sasaran reformasi
birokrasi yang terdapat pada road map reformasi
birokrasi 2020-2024, terutama terkait birokrasi yang
bersih dan akuntabel, dan pelayanan publik yang prima,
perlu peningkatan kualitas pembangunan 2zona integritas
pada unit Kerja/satuan kerja pada instansi pemerintah;

bahwa pengaturan komponen penilaian zona integritas
sebagaimana  diatur dalam  Peraturan  Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani scbagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan



Mengingat

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan
Instansi Pemerintah sudah tidak sesuai dengan kerangka
penilaian reformasi birokrasi sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor. 26 Tahun 2020 tentang
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
sehingga perlu diganti;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi tentang Pembangunan dan Evaluasi
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi
Pemerintah;

Pasal 17 ayat [3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian  Negara  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang
Organisaszi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN  APARATUR

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG
PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU



WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIRCKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI INSTANSI PEMERINTAH.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Zona Integritas yang seclanjutnya disingkat ZI adalah
instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah
berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari
Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui
rcformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewuudkan
pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta prlayanan
publik yang prima

. Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat

WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit
kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan
reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi
sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen
pengungkit serta mewujudkan pemerintaban vang bersih
dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima;

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yvang selanjutnva
disingkat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada
suatu unit Kkerja/satuan kerja yang telah berhasil
melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik,
dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses
perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan
publik yang prima.

Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi
daerah.

Kawasan adalah area yang terdiri dari beberapa unit
kerja/satuan kerja lintae instansi yang menyelenggarakan
fungsi pelay ;



6. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkatl TPl adalah

Tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah
untuk melakukan evaluasi/penilaian dan memberikan
rekomendasi terhadap unit kerja/satuan Kkerja yang
sedang membangun zona (ntegritas;

Tim Penilai Nasional yang selanjutnya disingkat TPN
adalah tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi
pembangunan ZI di unit kerja/satuan kerga yang
diusulkan oleh instansi pemerintah yang terdiri dari unsur
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemenintahan di bidang pendayagunaan aparatur ncgara
serta unsur dari instansi pemerintah lain yang mempunyai
tugas dan fungsi dalam evaluasi pembangunan ZI;

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintaban di bidang aparatur negara;

Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 2

Pembangunan dan evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM
digunakan sebagai pedoman bagi:

Instansi Pemerintah dalam membangun ZI pada
satuan/unit kerja sehingga mempunyal pemahaman yang
sama tentang hakikat pembangunan ZI;

satuan/unit kerja pada saat pelaksanaan proses
pembangunan ZI sehingga tujuan pembangunan Z1 dapat
terwujud;

kawasan yang ditunjuk olech tim strategi nasional
pencegahan Korupsi untuk membangun Z] pada suatu

kawasan,

. TPI Instans: Pemerintah dalam melakukan evaluasi di unit

kerja yang membangun zona integritas; dan

TPN dalam melakukan evaluasi ataes hasil penilaian TPI
terhadap unit kerja yang diajukan untuk mendapatkan
predikat menuju WBK/WBBM.



Pasal 3

Pedoman pembangunan dan evaluasi pembangunan ZI
Menuju WBK dan WBBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 bertujuan:

a.

(1)

()

(3)

sebagal acuan bagl instansi pemerintah dan pemanglu
kepentingan lainnya dalam membangun ZI Menuju WBK
dan WBBM; dan

sebagai rujukan bagi TPl untuk melakukan evaluasi
terhadap pembangunan Z[ pada unit Kkerja/satuan
kerja/kawasan,

schagali nyukan bagi TPN untuk mclakukan cvaluasi
terhadap unit kerja/satuan kerja/kawasan yang diajukan
untuk mendapatkan predikat WBK dan WBBM;
memastikan bahwa TPl dan TPN mempunyal pemahaman
vang sama tentang proses pembangunan dan evaluasi
pembangunan ZI; dan

memastikan kualitas unit kerja/satuan kerja/kawasan
yang akan mendapatkan predikat Menuju WBK dan
WBBM.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a. pedoman pembangunan Zl menuju WBK dan WBBM;
dan

b. pedoman evaluasi Pembangunan ZL

Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM mencakup:

a. pencanangan ZI;

b. penctapan unit kerja;

¢. pembangunan unit kerja;

d. pemantauan Pembangunan ZI.

Evaluasi Z1 oleh TPN mencakup:

a. evaluasi pembangunan ZI oleh TPI;

b. pengajuan unit kerja/eatuan kerja berpredikat menuju
WBK dan WBBM;

¢. cvaluasi pembangunan ZI oleh TPN; dan



d. pemantauan unit kega/satuan  kerja  berpredikat
menuju WBK dan WBBM.

(4) Pedoman pembangunan dan evaluasi ZI menuju WBK dan
WBBM di Instansi Pemerintah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I, Lampiran [I, dan Lampiran Il vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri mni.

Pasal 5
Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (3), Kementerian menyusun profil pembangunan
Z1 dari hasil evaluasi unit kerja pada Instansi Pemerintah
yang diajukan mendapat predikat menuju WBK dan WBBM.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomer 10 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negaraz dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan I[nstansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pagal 7
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar  seliap orang mengetahuinys, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1571

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
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LAMPIRAN [
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA  DAN REFORMASI
BIROKRASI NOMOR 90 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBANGUNAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI INSTANSI PEMERINTAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Reformasi bircokrasi telah memasuki fase akhir dari rangkaian
periode reformasi birokrasi 2010-2024, gesuai Peraturan Presiden Nomor
81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi bahwa
terdapat 3 fase pelaksanaan mulai tahun 2010-2014, 2015-2019, dan
2020-2024. Pada fase akhir ini road map reformasi birokrasi membahas
tentang bagaimana pemerintah ingin mewujudkan pemerintah berkelas
dunia, sasaran reformasi birokrasi diarahkan pada tiga kondisi yaitu
birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan
pelayanan publik yang prima. Hal ini sebagaimana tertuang dalam
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
2020-2024.

Sasaran reformasi birokrasi tersebut menjawab hal yang menjadi
prioritas Presiden Republik Indonesia yaitu mewujudkan pemerintahan
yvang sederhana, simple, lincah, dan cepat. Selain itu, dalam beberapa
kali kescmpatan Presiden seclalu menyampaikan bahwa yang
menghambat pelayanan harus dipangkas, terutama yang lambat,
berbelit-belit dan terdapat pungli. Hal ini tentu saja menjadi prioritas



i
pelaksanaan reformasi birokrasi yang harus dikawal bersama oleh setiap
instansi pemerintah.

Scjalan dengan hal tersebut, untuk melaksanakan arahan presiden
dan mempercepat pencapaian sasaran reformasi birokras: yang terdapat
pada road map reformasi birokrasi 2020-2024, terutama terkait birckrasi
yang bersil: dan akuntabel, dan pelayanan publik yang prima, perlu
dibangun Zona Integritas (ZI) pada unit kerja/satuan kerja sebagai pilot
project percontohan. Oleh karena itu, pelaksanaan ZI yang merupakan
miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja/satuan kerja,
diutamakan pada unit kerja/satuan kerja yang langsung memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan unit yang membangun Zldan
mendapat predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan
Wilavah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dapat menjadi
percontohan bagi unit kerja/satuan kerja lain tentang menerapkan tata
kelola yang balk serta memberikan pelayanan publik yang prima dan
berintegritas.

Selain itu, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018
tentang Strategi Nasional Penceguhan Korupsi yang disertai dengan Surat
Keputusan Bersama dengan lima pimpinan tim Strategi Nasional
Pencegahan Korupsi, maka perlu dibangun ZI pada kawasan-kawasan
strategis. Unit-unit kerja/satuan kerja vang terdapat pada kawasan vang
ditunjuk untuk membangun ZI wajib membangun ZI di internal unit serta
membangun proses bisnis kawasan yang terintegrasi sehingga dapat
mempercepat kualitas pelayanan dan peningkatan integritas kawasan.
Schingga pembangunan ZI akan semakin banyak dilakukan di kawasan
dan unit-unit kerja/satuan kerjanya.

Dalam prosecs pembangunan ZI yang telah dilaksanakan sejak tahun
2014, masih banyak kendala terkait bagaimans mekanisme evaluasi
pembangunan ZI yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI) instansi
pemerintah dan evaluasi oleh Tim Penilai Nasional (TPN). Salah satunya
adalah terkait SDM vang melaksanakan evaluasi, tahapan evaluasi yang
harus dilakukan, serta pengisian lembar kerja evaluasi., Oleh karena itu,
untuk menjaga kualitas proses dan hasil evaluasi serta keberlanjutan
pembangunan ZI menuju WBK;WBBM, maka diperlukan pedoman
pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).
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BAB I
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

A. KONSEP ZONA INTEGRITAS

Key Points :

e Pembangunan zona integritas terinspirasi dari konsep “island of
integrity” yang merupaksn praktek Iebih jauh dari eksistensi
pengembangan keilmuan administrasi publix dan tata kelola
pemerintahan. Island of integrity merupakan suatu kondisi dimana
unit kerja instanai pemerintah yang “imun” dan mampu membernikan
tata kelola yang terbaik meskipun instansi pemerintah disekitarnya
didominasi oleh manajemen dan tata kelola yang buruk

e Dalam literatur administrasi publik, “island of mtegnity” juga diberi
istilah yang berbeda sepert: “islands of excellence” (Therkildsen 2008),
“islands of effectiveness’ |Crook 2012)", “pockets of effectiveness”
(Leonard 2008; Roll 2011a) dan “pockets of efficiency” (Geddes 1994).
Namun di tengah berbagal istilah berbeda yang digunakan
kesemuanya mengaerah kepadz bagaimana membangun instansi
pemerintah yang berintegritas di tengah situasi dimana supra sistem

Dalam karyanya Public Sector Reforms and the Development of
Productive Capacities in Least Development Countries (LDCs),
Therdkildsen (2008) menyatakan bahwa pelaksanaan reformasi
administrasi dapat dilakukan melalui “islands of excellence”. Islands of
excellence mengacu kepada organisasi yang secara sengaja melalui desain
atau skema tertentu atau melalui upayanva sendiri, mengelola untuk
menunjukkan kinerja yang terbaik dibawah situasi dan kondisi yang
sulit. Untuk mengidentifikasi hal tersebut memang bukanlah merupakan
hal yang mudah apalagi ketika basis data yang digunakan sangatlah
lemah dan tidak bisa diandalkan. Istilah lain diungkapkan oleh crook
sebagai islands of effectiveness (Crook, 2012) untuk menciptakan unit
untuk menghasilkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan
efektif tidak harus melalui sumber daya yang terlalu besar, [stilah lain
juga diungkapkan oleh Hout (2013) yang menyampaikan bahwa ada dua
strategl yang dilakukan untuk menciptakan pocke! of effectiveness, vaitu
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irdernal strategy dan external strategy. Internal strategy diambil dari visi
manajemen dan ideologi yang kuat dari pimpinan organisasi sehingga
mampu meningkatkan kapasitas manajemen. Sementara strategi
eksternal merupakan upaya untuk “steering away” dan pengaruh politik
dalam organisasi. Upaya ini merupakan langkah untuk menghindarkan
organisasi dari kooptasi politik schingga organisasi dapat berjalan dengan
lebih effektil dan efisien.

Dampak dari pelaksanaan island of integrity setidaknya dapat dilihat
dari beberapa hal, yaitu: 1. Menciptakan kinerja organisasi yang bebas
korupsi {corruption-free performance); 2, Efisiensi yang lebih besar; 3.
Mempengaruhi sistem yang lebih luaa (Zuniga, 2018).

Gambar 1. Dampak Island of Integrity

Menciptakan kinerja organisasi yang bebas korupsi merupakan dampak
sekaligus tujuan utama dari pelaksanaan island of integrity. Melalui
pelaksanaan island of integrity diharapkan tercipta sumber daya
organisasi yang berintegritas dan terhindar dari korupsi. Dampek lain
dari peclaksanaan island of integrity adalah cfisicnsi yang lebih besar
karena organisasi mampu menciptakan organisasi yang lebih efisien,
Dengan menggunakan sumber daya yang lebih minimal akan dihasilkan
output yang lebih optimal. Hal penting lainnya dari pelaksanaan island of
integrity adalah untuk mempengaruhi sistem yang lebih luas. Unit
organisasi yang melaksanakan island of integrity diharapkan mampu
menularkan  wvirus keberhasilannya untuk mempengaruhi  sistem
organsasi yang lebih luas, sehingga mampu menghasilkan lebih banyak
unit organisasi yang memiliki zona integritas.
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B. MEKANISME PEMBANGUNAN ZONA INTECRITAS

Untuk dinilai mampu mendapat predikat WBK/WBBM, instansi
pemerintah  terlebih  dahulu  perlu memastikan terlaksananya
pembangunan Zona Integritas dengan baik. Dalam pembangunan Zona
Integritas, rerdapat beberapa tahapan yang perlu menjadi perhatian
instansi dan unit kerja scbelum dilakukan penilaian/evaluasi secara
internal dan pengusulan kepada TPN.

“ Pencanangan Zona Integritas

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah
deklarasi/pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah atau

pimpinan unit kerja bahwa instansi/unit Kerja telah siap membangun
Zona Integritas.

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh
instansi pemerintah/unit Kerja vang pimpinan dan seluruh atau
sebagian besar pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta
Integritas. Penandatanganan dokumen Pakta Integritas dapat dilakukan
sccara maasal/serentak pada saat pelantikan, baik sebagai CPNS, PNS,
maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian horizontal atau
verlikal, Bagi instansi pemerintah yang belum seluruh pegawainya

menandatangani Dokumen Pakta Integritas, dapat
melanjutkan/melengkapi setelah pencanangan pembangunan Zona
Integritas.

Kegiatan pencanangan merupakan langkah awal pembangunan
zona integritas, namun tidak diwajibkan terdapat acara yang
khusus /formal pada saat pencanangan, akan tetapi yang utama adalah
penyebarluasan informasi terkait instansi/unit kerja sedang melakukan
upaya peningkatan tata Kkelola serta kualitas pelayanan melalui
pembangunan Zons& Integritas.
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Penctapan unit kerja Zona Integritas merupakan tindak lanjut
pencanangan yang telah dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah.

Unit kerja yvang ditetapkan adalah unit kerja yang memenuhi kriteria
antara lain:
1. Unit kerja yang melaksanakan layanan utama (core business)
instansi pemerintah;
2. Unit kerja yang memiliki risiko tinggi dalam rangka penegakan
budaya anti korupsi dan pelayanan prima;
3. Unit kerja yang mempunyai dampak luas pada masyarakat
apabila melakukan pembangunan Zona Integritas;

Setelah Instansi Pemerintah menetapkan unit kerja, maka vang
selanjutnya harus dilakukan adalah pembangunan area perubahan Zona

Integnitas. Unit kerja perlu melakukan penctapan program pembangunan
Zona Integritas int harus disesuaikan dengan hasil identifikasi jenis

layanan utama unit kerja, isu strategis dan risiko-risiko yang dihadapi
oleh unit kerja. Lalu perlu disusun berbagai solusi yang inovatifl sesuai
proritas atas permasalahan-permasalahan, Program-program Kkerja ini
kemudian diselaraskan dengan enam area perubahan vang ada pada
Zona Integritas,

Lebih lanjut untuk memastikan bahwa setiap program kerja Zona
Integritas dapat berjalan dengan baik, maka unit kerja perlu membentuk
tim kerja yang terdiri dari pejabat dan pegawai pada unit kerja untuk
melakukan pembangunan pada tiap area perubahan. Tim-tim kerja
inilah yang kemudian menyusun dan mengkoordinasikan rencana
kerja/aksi yang terukur dan memiliki target yang jelas dalam
pembangunan Zona Integritas untuk kemudian dilaksanakan dengan
seluruh anggita unt kena,

Dalam pembangunan Zona Integritas pada unit kerja, hal-hal yang
perlu dilakukan dan menjadi perhatian adalah:

a. Mcmbangun komitmen antara Pimpinan dan pegawai dalam
pembangunan Zona Integritas;



b. Memperhatikan dan m;efengknpi unsur-unsur pembangunan
Zona Integritas sepertd dijelaskan pada unsur pengungkit;

c. Melaksanakan survei mandiri terkait pelayanan publik dan
persepsi anti korupsi pada unit kerja yang diusulkan;

d. Membuat berbagai inovasi dalam upava perbaikan pelayanan
publik dan pencegahan korupsi;

e. Melaksanakan program atau  kegiatan yang  sifatnya
bersinggungan langsung dengan masyarakat atau stakeholder;

f. Membuat strategl komunikasi/manajemen media dalam rangka
menginformasikan semua perubahan yang dilakukan oleh unit
kerja ke masyarakat;

g. Melakukan monitoring dan evaluasi seccara berkala atas
kemajuan yang dilakukan oleh unit kerja yang diusulkan.

m Pemantauan Pembangunan Zona Integritas

Selama unit kerja membangun Zona Integnitas di Internalnya masing-

masing, maka perlu dilakukan pendampingan dan pemantauan oclh Tim
Penilai Intemal (TPI). Hal ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan
program pembangunan ZI berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Oleh karena itu, TPI dalam proses pembangunan juga mempunyai
peran untuk:

a. Menjadi tempat konsultasi bagi unit kerja yang sedang

membangun Zona Integritas;

b. Menjadi fasilitator dalam pemberian asistensi dan pendampingan
dalam rangka pembangunan Zona Integritas di unit kerja schingga
unit kerja mempunyai pemahaman dan persepsi yang sama
terkait komponen- komponen pembangunan Zona Integritas;

c. Berkonsultansi kepada TPN terkait proses pembangunan Zona
Integritas pada unit kerja;

Dalam hal pemantauan berkala, TPl harus mampu melakukan
penilaian terhadap pembangunan ZI yang dilakukan oleh unit kerja dan
hasil penilaian tersebut disusun dalam bentuk rekomendasi terhadap
pimpinan instansi terhadap kelayakan unit kerja untuk diuusulkan
kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.
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Pada tahap pembangunan sampai dengan tahap evaluasi hasil
pembangunannya, terdapat area-area yang menjadi yang perlu diperbaiki
dan dioptimalkan baik olch Tim kerja Zona Intergritas pada unit kerja
maupun TPl. Pembangunan area-arca perubahan ini akan dapat
membantu pencapaian sasaran Zona Integritas yaitu mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta meningkatnya pelayanan
publik vang prima. Hubngan antara pembangunan enam area dan hasil
yang akan dicapai akan digambarkan lebih lanjut dalam kerangka logis
pembangunan Zona Integritas.

. KERANGKA LOGIS FEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
Pembangunan Zona Integritas mencakup dua komponen, yaitu
pengungkit dan hasil. Komponen pengungkit merupakan aspek tata
kelola [governance) internal unit kerja dan komponen hasil merupakan
bagaimana stakeholder merasakan dampak/hasil dari perabahan yang
telah dilakukan pada area pengungkit. Di bawah ini adalah gambar yang
menunjukkan hubungan masing-masing komponen dan indikator
pembangun komponen,
Gambar 3. Hubungan Komponen dan Indikator

Pembangun Komponen

Pengungkit (60%) Hasil (40%)

-

Pemarntahan yang
Bersih dan Atunransd

— -

Puivpsnan Mt Yang
Peima

Niw Persopsi

Kualitas

Pelayanan Publih

- ————
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Melalui model tersebut dapat diuraikan bahwa prograum Manajemen
Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan
Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik merupakan komponen pengungkit yang diharapkan
dapat menghasilkan sasaran pemerintahan yang bersih dan akuntabel
serta kualitas pelayana publik yang prima. Pada area pengungkit terdiri
dari dua aspek, yaitu pemenuhan dan reform.

Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit dan
komponen hasil dinkur melalui indikator-indikator yang dipandang
mewakili program tersebut, Sehingga dengan menilai indikator tersebut
diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang

berdampak pada pencapaian sasaran.

A. KOMPONEN PENGUNGKIT

Proses Pembangunan Zona Integritas pada area pengungkit
difokuskan pada enam area perubahan vang merupakan bagian dari area
perubahan reformasi birokrasi. Pembangunan arca pengungkit
merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran
hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Area tersebut mencakup penerapan  Manajemen  Perubahan,
Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan
Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Dimana dalam setiap area
tersebut, setiap unit kerja harus memperhatikan aspek pemenuhan dan
reform dalam pembangunan zona integritas,

Dalam membangun Zona Integritas, setiap unit kerja melaksanakan
pembangunan eénam area tersebut secara konsisten dan berkelanjutan
untuk mewujudkan perubahan vang lebih baik dalam kualitas tata kelola
pemerintah schingga dampaknya stakcholder dapat merasakan kualitas
layanan yang semakin prima dan bebas dari korupsi.

1.1 Manajemen Perubahan

Manajemen Perubahan bertujuan untuk mentransformasi sistem
dan mekanisme kerja organisasi serta mindset (pola pikir) dan cultureset
(cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsive,
profesional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan
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perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakal yang semakin

meningkat. Kondisi yang ingin dicapai pada area perubahan ini;

a,

Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja
yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
Menurunnya resiko Kkegagalan yang disebabkan kemungkinan
timbulnya resistensi terhadap perubahan.

Terimplementasinya Core Value ASN Berakhlak (berorientasi
pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan
kolaboratif)

Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang periu

dilakukan untuk menerapkan manajemen perubahan, yaitu:

1. Aspek Pemenuhan

a. Penyusunan Tim Kerja

Penyusunan Tim Kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal

berikut:

1) Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan
pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan

2) Penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui
prosedur/mekanisme yang jelas.

. Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas
menuju WBK/WBBM dilakukan dengan memperhatikan hal-hal
berkut:

1) Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju
WEBK,/WBBM telah disusun;

2) Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju
WEBK/WBBM telah memuat target-target prioritas yang relevan
dengan tujuan pembangunan Zona Integntas menuu
WEBK/WBBM; dan

3) Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan
pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju

WBK/WBBM
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Pemantavan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju

WBK/WBBM dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1) Seluruh kegiatan pembangunan Zona Integritas dan
WBK/WBBM tclah dilaksanakan secsuai dengan target yang
direncanakan;

2) Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona
Integritas menuju WBK/WBBM;

3) Hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti.

d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja dilakukan dengan

memperhatikan hal-hal berikut:

1) Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan
pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

2) Agen Perubahan telah ditetapkan:

3) Budaya kerja dan pola pikir telah dibangun di lingkungan
organisasi; dan

4} Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas
menuju WBK /WBEM.

2. Aspek Reform

Pada aspek reform pengukuran keberhasilan area ini dilakukan dengan

melibat kondisi apakah:

a. Komitmen dalam Perubahan:
1) Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret ;
2) Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam

sistem manajemen,

b. Komitmen Pimpinan
Pimpinan mcmihki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi
birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di
dokumen perencanaan instansinya.

c. Membangun Budaya Kerja
Satuan kerja/unit kerja membangun budaya kerja positif dan
menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-
hari.
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1.2 Penataan Tatalaksana

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan

efektivitas sistem, proses, dan prosedur Kerja yang jelas, efektif, efisien,
dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Target yang ingin

dicapai pada masing-masing program ini adalah:

a.

Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses
penyelenggaraan mansjemen permerintahan;
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen
pemerintahan; dan
Meningkatnya Kinerja unit kerja/satuan Kerja.

Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perha

dilakukan untuk menerapkan penataan tatalaksana, yaitu:

1. Aspck Pemenuhan

a. Progedur Operasional tetap (SOP) Kegiatan Utama
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi
yvang scharusnya telah dilakukan, seperti:
1| Prosedur operasional tetap mengacu kepada peta proses bisnis
instansi,
2| Prosedur operasional tetap telah diterapkan; dan
3| Prosedur operasional tetap telah dievaluasi.

b. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi
yvang scharusnya telah dilakukan, yaitu:
1} Sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi;
2} Sistem kepegawaian berbasis sistem informasi;
3} Sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi; dan
4} Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan
tcknologi informasi.

¢. Keterbukaan Informasi Publik
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi
yang seharusnya telah dilakukan, seperti:
1) Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah
diterapkan; dan
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2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukan
informasi publik.

Aspek Reform

Aspek reform diukur dengan melihat kondisi apakah:

a.Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan
dilakukan dengan melihat apakah telah disusun peta proses bisnis
dengan adanya penyederhanaan jabatan ;

b. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi;

1) Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong
pclaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan cfisicn;

2) Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong
pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan
efisien;

¢. Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat,

1) Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah
mampu memberikan nilai manfaat bsgl organisasi secara
optimal;

2) Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan
telah mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara
optimal,

3) Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu
memberikan nilai manfaat bag) organisasi secara optimal.

1.3 Penataan Sistem Manajemen SDM

Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk

meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas
Menuju WBK/WBBM. Target yang ingin dicapal melalui program ini
adalah:

a.
b.

meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur;
meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM

aparatur;
meningkatnya disiplin SDM aparatur;

d. meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur; dan

meningkatnya profesionalisme SDM.
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Atas dasar hal tersebul, maka terdapal beberapa indikator yang
periu dilakukan untuk menerapkan penataan manajemen SDM, vaitu:

1. Aspek Pemenuhan
a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan

Organisasi

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi

yang seharusnya dilakukan, seperti:

1) Unit kerja telah membuat rencana kebutuhan pegawai di unit
kerjanya dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi
pendidikan;

2} Unit kerja telah menerapkan rencana kebutuhan pegawai di unit
kerjanya; dan

3) Unit kerja telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap
rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya.

b. Pola Mutasi Internal
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi
yang scharusnya dilakukan, seperti:
1) unit kerja telah menetapkan kebijakan pola mutasi internal;
2) unit kerja telah menerapkan kebijakan pola mutasi internal; dan
3) unit kerja telah memiliki monitoring dan evaluasi terhdap
kebijakan pola rotasi internal.

c. Pecngembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi

yang scharusnya dilakukan, seperti:

1} Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk
pengembangan kompetensi;

2} Dalam menyusun rencana pengembangan kompetenei pegawai,
telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai

3] Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan
standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing
jabatan;

4} Terdapat kesempatan/hak bagi pegawai di unit kerja terkait
untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi
lainnya
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5) Telah melakukan upayva pengembangan kompetensi [capucily
building/ transfer knowledge}; dan

6] Telah dilakukan monitoring dan ecvaluasi terhadap hasil
pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan
kinera.

d. Penetapan Kinerja Individu

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi

yang scharusnya dilakukan, seperti:

1) telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan
kincrja organisasi;

2) ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan
indikator kinerja individu level diatasnya,

3) telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periedik;
dan

4) hasil penilaian Kkinerja individu telah dilaksanakan/
diitmplementasikan mulai dan penctapan, implementasi dan
pemantauan,

e. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi
yang scharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan Aturan
disiplin/kode etik /kode perilaku telah dilaksanakan/
diimplementasikan; dan

f. Sistem Informasi Kepegawaian
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi
vang scharusnya dilskukan, seperti pelaksanaan sistem informasi
kepegawaian pada unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.

2. Aspek Reform
Aspck reform diukur dengan melihat kondisi apakah:
a. Kincrja Individu
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah
Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (oufcomne) sesuai
pada levelnys;
b. Assessment Pegawai
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Diukur dengan melibhat apakah hasil assessment telah dijadikan
pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawal;

c. Pelanggaran Disiplin Pegawai
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah
terjadi penurunan pelanggaran digiplin pegawai;

1.4 Penguatan Akuntabilitas

Aluntzbilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan program dan Kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan
organisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Target yang ingin dicapai
melalui program ini adalah:

a. meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan
b. meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.

Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini
digunakan indikator-indikator:

1. Aspek Pemenuhan
a. Keterlibatan Pimpinan

Dalam penyelenggaraan siatem akuntabilitas Kinerja, salah satu

komponen vyang termasuk di dalamnya adalah dokumen

perencanaan strategis unit kerja tersebut, Dokumen ini menyajikan

arah pengembangan yang diinginkan dengan memperhatikan

kondist unit kerja saat ini termasuk sumber dava vang dimiliki,

strategi pencapaian, serta ukuran keberhasilan. Agar penjabaran

dokumen perencanaan strategis ini dapat terlaksana dengan baik

dibutuhkan keterlibatan pimpinan instansi. Beberapa hal yang

harus dilakukan oleh pimpinan instansi, sebagai berikut:

1) Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat
penyusunan perencanaan;

2) Unit kerja tclah melibatkan secara langsung pimpinan saat
penyusunan penctapan kinena; dan

3) Pimpinan telah memantau pencapaian kinerja secara berkala.

b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
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Pengelolaan akuntabilitas kinerja terdiri dan  pengelolaan data

kineria, pengukuran kineria, dan pelaporan kinerja. Untuk

mengukur pencapaian program ini digunakan indikator di bawah ini:

1) Unit kerjs telah memiliki dokumen perencanaan;

2) Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil;

3} Telah terdapat penetpan Indikator Kinerja Utams (IKUJ,

4) Indikator kinerja telah memiliki kriteria Specific, Measurable,
Acheivable, Relevant and Time bound (SMART);

5) Unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu;

6) Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja;
dan

7) Unit kerja telah membangun sistem informasi kinerja;

8) Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM vang
menangangi akuntabilitas kinerja;

2. Aspek Reform
Aspek reform diukur dengan melihat kondisi spakah:

a.

1.5

Meningkatnya capaian Kinera:

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi
persentase sasaran dengan capaian 100% atau lebih;

. Pemberian Reward and Punishment

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah
hasil capajan/monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar
sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi;

. Kerangka Logis Kinerja

Pengukuran indikater ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah
terdapat penjenjangan kinerja yang mengacu pada kinerja utama
organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja scluruh pegawai.
Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan bertujuan untuk  meningkatkan

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-

masing instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui program
ini adalah:

a,

meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara
olch masing-masing instansi pemerintah;
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b. menurunnya lingkat penyalahgunaan wewenang pada unit kegja,
c. Meningkatkan sistemn integritas di uit kerja dalam upaya pencegahzan
KKN

Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang
periu dilakukan untuk menerapkan penguatan pengawasan, yaitu:

2. Aspek Pemenuhan
a. Pengendalian Gratifikasi
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi
yang seharusnya dilakukan, seperti:
1) unit kerja telah mem:liki public campaign tentang pengendalian
gratifikasi; dan
2) unit kerja telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.

b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi
yang seharusnya dilakukan, seperti:

1) unit kerja telah membangun lingkungan pengendalian;

2) unit kerja telah melakukan penilaian risiko atas unit kerja;

3) unit kerja telah melakukan kegiatan pengendalian untuk
meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi; dan

4) unit kerja telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan
SPI kepada seluruh pihak terkait.

¢, Pengaduan Masyarakat

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi

yang scharusnya dilakukan, seperti:

1) unit kerja telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan
masyarakat;

2) unit kerja telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil
penanganan pengaduan masyarakat;

3) unit kerja tclah mclakukan monitoring dan cvaluasi atas
penanganan pengaduan masyarakat; dan

4) unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan
pengaduan masyarakat.



d.

Whistle Blowing System

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi

vang scharusnya dilakukan, seperti:

1} unit kerja telah menerapkan whistle blowing system;

2) unit kerja telah melakukan evaluasi atas penerapan whistle
blowing system; dan

3) unit kerja menindaklanjut hasil evaluasi atas penerapan whiste
blowing system.

. Penanganan Benturan Kepeéentingan

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi

yang scharusnya dilakukan, seperti:

1) Unit kerja telah mengidentifikasi benturan kepentingan dalam
tugas fungsi utama;

2} Unit kerja telah menyosialisasikan penanganan benturan
kepentingan;

3) Unit kerja telah mengimplementasikan penanganan bentursn
kepentingan;

4) Unit kerja telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan
kepentingan; dan

S5) Unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan
benturan kepentingan.

3. Aspck Reform

b.

Meckanisme Pengendalian Aktivitas

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah
telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara
berjenjang.

Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mchhat persentase
penanganan pengaduan masyarakat.

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi

1) Tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK bagi pegawal yang wajib
LHKPN;
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2) Tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan
Aparatur Sipil Negara (LHKASN) melalui aplikasi Sistem
Informasi Pelaporan Harta Keckayaan (SiHARKA) bagi pegawai
yang tidak wajib LHKPN.

1.6 Peningxatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningxatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upava
untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-
masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan
harapan masyarakat. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan
publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap
penyelenggara  pelayanan  publik  dslam  rangka peningkatan
kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat
sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.

Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas
pelayanan publik ini adalah:
a. meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah,
lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah;
b. meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi
pelayanan nasional dan/atau internasional pada instansi pemerintah,;
dan
c. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap
peryelengparaan pelayanan publik oleh masing-maging instansi
pemerintah.

Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang
periu dilakukan untuk menerapkan peningkatan kualitas pelayanan
publik, yaitu:

1. Aspek Pemenuhan
a. Standar Pclayanan
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi
yang seharusnya dilakukan, seperti:
1) Unit kerja telah memiliki kebijakan standar pelayanan;
2) Unit kerja telah memaklumatkan standar pelayanan;
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3) Unit kerja telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar
pelayanan dan SOP.

4) Unit telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan
maklumat pelayanan

. Budaya Pelayanan Pnma

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi

yang seharusnya dilakukan, seperti:

1) Unit kerja telah melakukan berbagai upaya peningkatan
kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya
pclayanan prima;

2) Unit kerja telah memiliki informasi tentang pelayanan mudsh
diakses melalui berbagai mexdia,

3) Unit kerja telah memiliki sistem reward and punishment bagi
pelaksana layanan

4) Unit kerja memberikan kompensasi kepada penerima layanan
bila layanan tidak sesuai standar;

5) Unit kerja telah memiliki sarana layanan terpadu/terintegrasi;
dan

6) Unit kerja telah melakukan inovasi pelayanan,

. Pengelolaan pengaduan

1) Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang
terintegrasi dengan SP4N-Lapor!

2} Terdapat unit/penangung jawab yang mengelola pengaduan
dan konsultasi pelayanan

3) Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan
dan konsultasi

. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi
yang scharuanya dilakukan, scperti:
1} Unit kerja telah melakukan survei kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan;
2} Hasil survei kepuasan masyakat dapat diakses secara terbuka;
dan
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3) Unit kerja telah melakukan tindak lanjul atas hasil survei
kepuasan masyarakat.

€. Peningkatan Teknologi informasi
1) Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan

pelayanan;

2) Telah terbangunnya database yang terintegrasi;

3) Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus terkait
penggunaan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan.

2. Aspek Reform
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat:

a. Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan
publik;
e Kesesuaian Persyaratan
* Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
* Kecepatan Waktu Penyelesaian;
s Kejelagan Biaya /Tarif, Gratis;
e Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
» Kompetensi Pelaksana/Web;
e Perilaku Pelaksana/Web;
¢ Kualitas Sarana dan prasarana;
e Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan,

b. Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah
dipermudah:
* Waktu lehih cepat;
e Pelayanan publik yang terpadu;
e Alur lebih pendek/singkat;
¢ Terintegrasi dengan aplikas:.

c. Penanganan pengaduan pelayanan
Indikator ini diukur dengan melihat tingkat penyelesaian
pengaduan pelayanan diserta media konsultas! yang disediakan
melalui berbagai kanal/media secara responsif dan bertanggung
jawab.



B. KOMPONEN HASIL

Dalam pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan WBBM, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada

dua sasaran utama, yaitu:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Hersih dan Akuntabel
Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan alkuntabel diukur
dengan menggunakan ukuran:

a. Nila1 persepsi korupsi (survei cksternal);

Nilai Persepsi Korupsi merupakan hasil survei kuantitatif terhadap
stakeholders yang terkait dengan suatu instansi tentang tingkat
korupsi yang terjadi pada unit kerja yang mengusulkan zona
integritas. Beberapa hal utama terkait kompoenen survey ini adalah:

Diskriminasi Pelayanan

Untuk mcmastikan bahwa unit kerja membenkan pelayanan
dengan tidak membeda-bedakan karena factor suku, agama,
kekerabatan, almamater dan sejenisnya

Kecurangan pelayanan

Memastikan bahwa tidak terjadi pemberian layanan vang tidak
scsual  dengan  ketentuan  achingga mengindikasikan
kecurangan.

Menerima imbalan dan/atau gratifikasi

Memastikan bahwa unit kerja tidak menerima/bahkan
meminta imbalan dan/atau gratifikasi diluar ketentuan yang
berlaku.

Percaloan

Memastikan bahwa unit kerja yang mengusulkan Zona
Integritas tidak terdapat praktik-praktik percaloan (baik pihak
percaloan dapat berasal dari oknum pegawaipada unit layanan,
maupun pihak Juar yang memiliki hubungan/atau tidak
memiliki hubungan dengan cknum pegawei).

Pungutan Liar

Memastikan bahwa tidak terjadi permintaan biaya diluar dari
ketentuan standar biaya resmi pada unit kerja yang
mengajukan Zona integritas.
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b. Capaian Kinerja lebih baik.
Capaian Kinerja lebih baik dilakukan pengukuran untuk
memastikan bahwa sclain dari aspek pelayanan serta integritras,
unit kernja juga memperhatikan ketercapaian kinerja terhadsp
kinerja yang diperjanjikan, Kriterian capaian kinera lebih baik
mencakup:

1. Target kinerja utama tercapai lebih dari 100% dan lebih baik
dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya serta lebih baik
dari capaian kinerja nasional atan rata-rata capaian kinerja
unit yang sejenis;

ii, Target kinerja utama tercapai 100% dan lebih baik dari capaian
kinerja utama tahun sebelumnya;

iti. Target kinerja utama tercapai 100% atau lebih, namun tidak
lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya;

iv. Target kinerja utama tidak tercapai;

v. Kinerja utama tidak berorientasi hasil.

2. Kualitas Peclayanan Publik yang prima
Sasaran Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima diukur
melalui nilai persepsi  kualitas pelayanan (survei cksternal).
Pelaksanaan Survey persepsi kualitas pelayanan mengacu pada
kebijakan terkait survey kepuasan masyarakat (SKM) yang diterbitkan
oleh Kementerian PANRB cq Deputi Bidang Pelayanan Publik.

B. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS BERDASARKAN STRANAS PK

Selain pembangunan pada unit kerja, pembangunan Zona Integritas
juga dilaksanakan di kawasan terpadu yang bersifat strategis Hal ini
sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi
Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Aspek penegakan hukumdan
Reformasi Birokrasi menjadi fokuas Stranas PK karena Reformasi
Birokrasi menjadi arca strategis dalam pencegahan korupsi. Salah satu
kriteria keberhasilan pada aspek ini adalah meningkatnya kualitas
pembangunan Zona [ntegritas menuju WBK/WEBM,

Terkait pembangunan Zona Integritas pada kawasan terpadu, setiap
instansi pemerintah yang memiliki unit pelayanan pada kawasan terpadu
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wajib melakukan pembangunan Zona Integritas pada unit tersebut,

Tujuan pembangunan Zona Integritas pada kawasan terpadu ini adalah:

a, agar dampak pembangunan Zona Integritas langsung dirasakan
masyarakat;

b. mengintegrasikan pembangunan Zona Integritas vang dilakukan unit
kerja pade suatu kawasan;

c. meningkatkan check and crosscheck serta learning process antar unit
kerja di kawasan sehingga setiap unit dapat saling mengingatkan dan
belajar pada saat pembangunan Zona Integritas;

Pembangunan Zona Intcgritas pada kawasan ini harus menjadi
prioritas pada instansi pemerintah yang memiliki unit di kawasan
terpadu. Kawasan yang ditunjuk untuk melakukan pembangunan Zona
Integritas meliputi:

a. Kawasan Bandar Udara
Kawasan Bandar Udara merupakan kawasan yang terdiri dari unit
kerja lintas instansi pemerintah. Unit kerja yang wajib membangun
Zona Integritas pada Kawasan bandar udara adalah:
Tabel 1. Kawasan Bandar Udara
INSTANSI ' UNIT LAYANAN
'Kementerian perhubungan Kantor Otoritas Bandar Udara

Kementerian Keuangan Kantor Bea Cukal

Kementerian Hukum dan Hak  Kantor Pelayanan Imigrasi Bandara
Asasi Manusia
Kementerian Kelautan dan Balai Karantina Ikan, Pengendalian

Perikanan Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan

Kementerian Kesehatan Kantor Kesehatan Pelabuhan
(Karantina Keschatan)

Kementerian Pertanian Balai Karantina Hewan dan
Tumbuhan

a. Kawasan Pelabuhan
Kawasan pelabuhan merupakan kawasan yang terdiri dari unit kerja
lintas instansi pemerintah. Unit kerja yang wajib membangun Zona
Integritas pada kawasan pelabuhan adalah:
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Tabel 2. Kawasan Pelabuhan

INSTANSI UNIT LAYANAN

Kementerian Perhubungan a. Kantor Otoritas Pelabuhan Utama

b. Kantor Kesyahbandaran Utama
' Kementerian Keuangan Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai

Kementerian Hukum dan Kantor Layanan Imigrasi Kelas |

Hak Asasi Manusia Pelabuhan

Kementerian Kelautan dan Balai Karantina Ikan, Pengendalian

Perikanan Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan

Kementerian Kesehatan Kantor Kesehatan Pelabuhan
(Karantina Kesehatan)

Kementerian Pertanian Balai Karantina Hewan dan Tumbuhan
Kelas |

Sclain kawasan tersebut, pembangunan Zona Integritas yang
menjadi prioritas Stranas PXK meliputi:

a. Pembangunan Zona Integritas Kawasan APH pada unit kerja/satuan
kerja di instansi penegak hukum, yang meliputi Kepolisian Negara
Republik Indonecsia, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di tingkat
kabupaten/kota;

b. Pembangunan Zona Integritas pada pelayanan pertanahan pada unit
kerja/satuan kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Kantor ATR/BFPN kabupaten/kota;

c. Pembangunan Zona Integritas Kawasan Pemerintah Daecrah pada
kabupaten/kota meliputi Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil, unit kerja/satuan kerja yang
mevelenggarakan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
(Samsat), unit kerja/satuan kerja yang menyelenggaran Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP), unit layanan Pendidikan dan layanan
ketenagakerjaan di tingkat Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota yang
ditunjuk untuk membangun Zona Integritas ditentukan lebih lanjut
melalui Stranas PK;
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d. Pembangunan Zona Integritas pada kawasan tertentu lainnya yang

menjadi prioritas oleh Stranas PK, miszlnva terkait perbatasan negara,
kependidikan, atau sektor-sektor strategis lain.

Unit yang terdapat pada kawasan tersebut melaksanakan
pembangunan Zona Integritas sesual dengen pembangunan zona
integritas pada unit kerja/satuan kerja. Selain itu, antar unit
kerjia/satuan kerja pada suatu kawasan harus membangun
keterpaduan/integrasi terkait ketatalaksanasan yang menjadi core
business kawasan tersebut.

Untuk meningkatkan keberhasilan dalam upaya pembangunan Zona
Integritas pada Kawasan strategis maka yang langkah yang perh
dilakukan adalah:

1. Membentuk Tim Khusus
Pembangunan Zona Integritas pada unit kerja di kawasan strategis
memerlukan Tim Khusus yang merupakan gebungan dari berbagai
TPl dari masing-masing unit kerja yang berada dalam kawasan
strategis terscbut. Pembentukan Tim  khusus tersebut untuk
mempemudah koordinasi dalam proses pembangunan dan penilaian
mandiri Zona [ntegritas.

2. Integrasi Proses Bisnis

Pembangunan Zona Integritas pada kawasan harus memperhatikan

juga integrasi proses business pelayanan antar unit kerja pada suatu

kawasan.

Atas dasar hal terscbut, maka terdapat beberapa indikator yang
perlu dilakukan untuk menerapkan peningkatan integrasi proses
bisnis pelayanan antar unit kerja pada suatu kawasan, yaitu:

a. terdapat peta proses bisnis pelayanan utama kawasan yang
menggambarkan integrasi lintas unit kerja pada suatu kawasan,
yang mana intcgrasi ini bukan merupakan penggabungan
berbagai proses bisnis antar unit kerja tetapi berupa suatu
perbaikan kondisi yang dilakukan untuk melakukan percepatan
pelayanan dan penguatan pengawasan;

b. peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur
operasional tetap (SOP);
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¢. prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkian;

d. terdapat peta proses bisnis dan prosedur operasional telzh
dievaiuasi dan discsuaikan dengan perkembangan tuntutan
cfisiensi, dan cfektivitas;

e. terdapat sistem informasi dalam pelaksanaan proses bisnis yang
terintegrasi antar unit kerja pada suatu kawasan.

3. Reviu atas integrasi proses bisnis

Setelah mampu melakukan pengintegrasian proses bisnis yang perlu
dilakukan oleh tim khusus gabungan adalah melakukan reviu dan
monitoring scrta cvaluasi sccara langsung scperti melakukan
wawancara, survey, dan audiensi dengan petugas dan stakeholder di
lapangan untuk memastikan bahwa tidak tejadi kendala. Selain itu,
Tim Khusus Gabungan dapat melakukan perbaikan dengan studi
banding ke Kawasan-kawasan startegis lain yang memiliki system dan
inovasi yang lebih baik.
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C. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA SEKTOR PRIORITAS

TERTENTU

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
dapat melakukan penunjukan pembangunan Zona Integritas pada unit-unit
kerja tertentu pada instansi pemerintah sesuai dengan rencana kerja
prioritas reformasi birokrasi nasional dan arshan presiden. Terkait
mekanisme pembangunan Zona Integritas, maka akan dilakukan koordinasi
dengan instansi pemerintah pada unit kerja yang ditunjuk. Pembangunan
Zona Integritas pada scktor tertentu akan diinformasikan terlebih dahulu
melalui surat pemberitahuan resmi vang akan dikeluarkan oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birckrasi.

D. STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
Dalam upaya mempercepat pembangunan zona integritas terdapat lima
langkah utama yang periu diperhatikan yaitu:

1. Komitmen pimpinan
Landasan utama dalam membangun unit kerja menuju WBK/WBBM
adalah adanya komitmen dan setiap level pimpinan yang diikuti oleh
seluruh pegawai yang ada dalam unit kerja tersebut. Pimpinan harus
memiliki peranan untuk menularkan semangat dan visi terkait
reformasi birokrasi pada unit Kerjanya.

2. Kemudahan dalam pelayanan
Unit kerja yang berupaya menuju WBK/WBBM harus mampu
menyediakan sumber daya manusia yang kompeten, ramah, dan
dapat dipercaya dalam memberikan pelayanan. Sclain itu, unit kerja
juga perlu menyediakan berbagal fasilitas yang lebih baik dalam
menunjang kemudahan pelayvanan.

3. Program yang menyentuh masyarakat
Unit kerja yang sedang membangun zona integritas dibaruskan
untuk mampu mengenali pengguna layanannya. Hal ini diperlukan
agar program-program yang dibuat dapat langsung dirasakan
manfaatnya dan memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat.

4. Monitoring dan evaluasi
Untuk memastikan bahwa program-program unit Kerja yang sedang
membangun Zona Integritas tetap berada pada jalurnya maka periu
dilakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Pemantauan
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dan evaluasi dapal dilakukan secara mandiri oleh unit kerja Lersebut
dengan didampingi oleh TP,

5. Manajemen media
Menectapkan strategli komunikasi untuk memastikan bahawa setiap
aktivitas, perubahan dan inovasi pelayanan yang telah dilakukan
oleh unit kerja yang membangun Zona Integritas diketahui oleh
masyarakal.

Beberapa hal tersebut merupakan strategi percepatan yang dapat

membantu unit kerja dalam pembangunan Zona Integritas dalam menuju

WEBK/WBBM

E. PENGUSULAN UNIT KERJA UNTUK MENDAPATKAN PREDIKAT
WBK/WBBM
Setelah seluruh proses pembangunan telah dilakukan cleh unit
kerja dan telah dipantau keberhasilannya oleh TPl, maka yang
selanjutnya dilakukan adalah pengusulan unit-unit kerja tersebut untuk
dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Nasional melalii aplikasi online
disertai dengan surat rekomendasi dard pimpinan instansi. Lebih lanjut
langkah-langkah dan proses penilaian terhadap unit kerja untuk
mendapat préedikat WBK/WBBM akan tertuang secara jelas dalam
pedoman evaluasi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.

MENTER] PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO



LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA  DAN REFORMASI
BIROKRASI NOMOR 90 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBANGUNAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI INSTANSI PEMERINTAH

BAB |
EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
OLEH TIM PENILAI INTERNAL

A. Mckaniame Evaluasi Zona Integritas Mandiri oleh TPI

Setelah unit kerja/satuan kerja membangun Zona Integritas (ZI),
maka selanjutnya unit kerja/satuan kerja tersebut akan dilakukan
evaluasi oleh TPl untuk melihat kualitas pembangunan yang telah
dilakukan. TPl merupakan Tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi
pemerintah untuk melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi
(assess dan assisf) terhadap unit kerja/satuan kerja yang sedang
membangun ZI. Pada implementasinya, penilaian internal dilaksanakan
oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) atau APIP yang
dibantu unit lain yang ditunjuk yang mampu untuk melakukan penilaian
dan as:stensi pada komponen pembangunan Zl.

TPl mempunyal tugas:

1) melakukan evaluasi terhadap pembangunan Zl yang dilakukan oleh
unit kerja/satuan kerja;

2) memberikan rekomendasi perbaikan kepada unit kerja/satuan kerja
atas pembangunan ZI;

3) menyampaikan hasil evaluasi kepada pimpinan instansi terhadap
kelayakan unit kerja/satuan kerja yang akan diajukan mendapat
predikat Menuju WBK/WBBM kepada TPN;
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4) melakukan pemantavan secara berkala terhadap unit yang telah
mendapat predikat Menuju WBK/WBBM dan melaporkannya kepada
Kementerian PANRB,

Hal-hal vang harus diperhatikan oleh TPl pada saat melakukan

evaluasi internal kepada unit kerja/satuan kerja adalah:

1) memastikan tindak lanjut hasil pengawasan dari APIP/BPK telah
selesai 100%;

2) memastikan hasil evaluasi penerapan SAKIP minimal “B” untuk
menuju WBK dan minimal “BB” untuk Menuju WBBM;

3) memastikan tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN;

4) komitmen dan pemahaman pimpinan serta pegawai terkait
pembangunan ZI;

5) kualitas implementasi dari komponen pengungkit serta data dukung
implementasinya;

6) inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh unit kerja/satuan kerja;

7) menentukan penilaian dar hasil survel yang didapat;

8) capaian kinerja dari unit kerja/satuan kerja dan tren pencapaian
kinerja pada tahun-tahun sebelumnya.

Sebelum melakukan evaluasi kepada unit kerja/satuan kerja, TPI
perlu meningkatkan kapasitas SDM evaluator dengan pemahaman
tentang substansi komponen pembangunan ZI, enam area perubahan
dan hasil, serta pelatihan tentang pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE)
schingga hasil evaluasi yang dilakukan oleh TPl dapat diandalkan
kualitasnya.

1. Mekanisme Penilaian Internal Pada Kementerian/Lembaga
Mckaniame evaluasi internal untuk Kementerian/Lembaga (K/L)
adalah sebagai berikut;
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Gambar 4. Mckanisme Penilaian Internal Pada Kementenian/Lembaga

a. Penilaian Pendahuluan

1) Apabila unit kerja/satuan kernja yang membangun Z1 pada K/L
adalah unit kerja/satuan kerja jabatan pimpinan tinggi pratama
maupun unit pelaksana teknis level provinsi, diperlukan penilaian
pendahuluan dari unit kerja/satuan kerja pimpinan tinggi madya
sebelum penilaian dari TPI;

2) Apabila Unit/satuan kerja yang membangun Z1 adalah unit/satuan
kernja dibawah tingkat provins:, maka Unit/satuan kerja tingkat
provinsi melakukan penilaian pendahuluan pembangunan ZI,
penilaian pendahuluan yang dilakukan sebagai salah satu fungsi
pembinaan kepada unit kerja/satuan kerja;

3) Penilaian pendahuluan merupakan penilaian yang sifatnya
berjenjang dari unit kerja/satuan kerja pimpinan tinggi madya atau
pewakilan tingkat provinsi kepada unit yang ada di bawahnya. Hal
ini dilakukan untuk memastikan bahwa unit kerja/satuan kerja
pimpinan tinggi madya atau perwakillan tingkat provinsi ikut
memantau dan mendampingi pembangunan Z] unit kerja/satuan
kerja di bawahnya:

4) Penilaian pendahuluan dilakukan oleh tim penilai unit kerja /satuan
kerja pimpinan tinggi madya atau perwakilan tingkat provinsi yang
terdiri dert unit/SDM di internal yang memahami atau menangani
komponen pengungkit pada pembangunan ZI sehingga tim dapat
memberikan penilaian secara obyektif terhadap pembangunan ZI
yang dilakukan oleh unit kerja/satuan kerja;
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5) Penilaian pendabuluan menggunakan instrumen penilaian yang
sama yang digunakan oleh TPI;

6) Hasil penilaian oleh tim unit kerja/satuan kerja pimpinan tinggi
madya atau perwakilan tingkat provinsi menjadi dasar apakah unit
layak dilakukan evaluasi pembangunan ZI oleh TPl Apabila
memenuhi kriteria penilaian pembangunan ZI, maka tim unit
kerja/satuan kerja pimpinan tinggi madvae atau perwakilan di
provinsi akan merckomendasikan kepada pimpinan unit
kerja/satuan kerja pimpinan tinggi madya atau pimpinan di
provinsi, bahwa unit kerja/satuan Kkerja layak dievaluasi TPl
Selanjutnya pimpinan unit kerja/satuan kerja pimpinan tinggi
madya atau pimpinan unit tingkat provinsi mengirimkan surat
kepada TPI bahwa unit kerja/satuan kerja tersebut lavak untuk di
evaluasi pembangunan ZI.

b. Evaluasi oleh TPI

1) Apabila unit yang melakukan pembangunan Z1 adalah unit
kerja/satuan kerja pimpinan tinggi madya, maka TPl langsung
melakukan evaluasi terhadap komponen proses dan hasil pada unit
kerja/satuan kerja tersebul;

2) Apabila unit yang melakukan pembangunan ZI adalah unit
kerja/satuan kerja tingkatannya dibawah unit kerja/satuan kerja
pimpinan tinggi madya atau unit kerja/satuan kerja pada tingkat
kabupaten /kota, TPl memastikan telah dilakukan penilaian
pendahuluan oleh unit kerja/satuan kerja pimpinan tingg: madya
atau perwakilan tingkat provinsi dan hasil penilaian pendahuluan
menyimpulkan bahwa unit tersebut layak dievaluasi oleh TPI;

3) TPl melakukan evaluasi dengan menggunakan lembar kerja evaluasi
(LXE) sebagai alat bantu evaluasi dan apabila telah selesai
melakukan evaluasi, maka TPl menyusun laporan hasil evaluasi
internal yang memuat simpulan apakah unit kerja/satuan kega
memenuhi atau belum memenuhi kriteria untuk diajukan evaluasi
ke TPN. Hasil penilaian yang telah dilakukan oleh TPl kemudian
disampaikan kepada Pimpinan instansi pemerintah.
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2.  Mekamsme Penilaian Internal pada Pemerintah Daerah

Beberapz hal yang harus diperhatikan pada saat penilaian internal
untuk Pemerintah Daerah adalah scbaga: berikut:

Gambar 5. Mekanisme Penilaian Internal pada Pemerintah Daerah
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1)Begi pemerintah daerah yang unit kerja/satuan kerja telah
membangun ZI, maka unit yang telah membangun 21 akan dilakukan
evaluasi oleh TPL Selanjutnya TPl memastikan bahwa unit telah
membangun ZI sesuai kriteria pengungkit dan hasil pembangunan ZI;

2) TPI melakukan evaluasi dengan menggunakan LKE sebagai alat bantu
evaluasi dan apabila telah selesai melakukan evaluasi, maka TPl
menyusun laporan hasil evaluasi internal yang memuat simpulan
apakah unit Kerja/satuan kerja memenuhi atau belum memenuhi
kriteria untuk diajukan evaluasi ke TPN. Hasil evaluasi yang telah
dilakukan oleh TPI kemudian disampaikan kepada Pimpinan Instansi
Pemerintah.

3. Lembar Kerja Evaluasi

Pada saat melakukan evaluasi, TPl melakukan pengisian terhadap
LKE untuk mengetahui kualitas pembangunan ZI terkait komponen
pengungkit dan hasil. LKE Evaluasi ZI sebagaimana terlampir pada
lampiran IIl. Komponen penilaian pada LKE sesual dengan tabel berikut:
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Tabel 3. Komponen Pengungkit

KOMPONEN PENGUNGKIT BOBOT

2 PEMENUHAN DAN REFORM (60%)

1 | Manajemen Perubahan 8%

2 | Penataan Tatalaksana ' 7%

3 | Penataan Sistern Manajemen SDM 10%

4 | Penguatan Akuntabilitas Kinerja 10%

5 Penguatan Pengawasan 15%

6 | Penmingkatan Kualitas Pelayanan Publik 10%

Dalam komponen pengungkit terbagi menjadi 2 (dua) kritenia
penilaian, yaitu pemenuhan (berupa pertanyaan yang sifatnya
pemenuhan dan sesuai dengan LKE pada peraturan scbelumnya) dan
reform (berupa pertanyaan yang menggambarkan perubahan di enam
area pengungkit| dengan bobot terbagi masing-masing 50 persen (50%)
dari bobot per komponen pengungiit.

Tabel 4. Komponen Hasil

BOBOT

NO KOMPONEN HASIL

{40%)
Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel (22,50)

1 | Surve: Persepsi Anti Korupsi 1 17,50
2  Capaian Kinerja 5,00

Pelayanan Publik Yang Prima (17,50)
1  Survei Persepsi Pelayanan Publik 17,50

Komponen hasil merupakan gambaran pencapaian atas sasaran
reformasi birokrasi, yaltu birckrasi yang bersih dan akuntabel dan
pelayanan publik yang prima. Setelah TFI melakukan penilaian internal
terhadap pembangunan ZI pada unit kerja/satuan Kerja sesual LKE
tersebut, TPl menyampaikan hasil penilaian kepada pimpinan instansi
pemerintah terhadap kualitas pembangunan ZI pada unit kerja/satuan
kerja. Kesimpulan hasil penilaian internal:

1) apabila hasil penilaian internal menunjukan unsur penilaian
pengungkit dan hasil tidak memenuhi kriteria menuju WBK/WBBM,
maka TPl merekomendasikan bahwa unit kerja/satuan kerja rersebut
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belum dapat diajukan kepada Kementerian PANRB selaku TPN seria
periu dilakukan perbaikan dan pembinaan kembali;

2) apabila hasil penilaian internal menunjukan unsur penilaian
pengungkit dan hasil memenuhi kriteria menuju WBK/WBBM, maka
TPI merekomendasikan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk
mengajukan cvaluasi ke Kementerian PANRB sclaku TPN untuk
mendapatkan predikat Menuju WBX/WBBM.

. Mekanisme Evaluasi Zona Integritas Pada Strategi Nasional Pencegahan
Korupsi Oleh TPI

Sclain pembangunan ZI pada unit kerja/satuan kerja seccara
individu/mandiri yang dilakukan oleh masing-masing instansi
pemerintah, terdapat juga pembangunan Z1 pada kawasan berdasarkan
mandat dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategis
Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Terhadap pembangunan ZI yang diwgjibkan oleh Stranas PK maka
penilaian  dilakukan terhadap dua hal, yaitu tcrhadap kualitas
pembangunan ZI secara individu unit kerja/satuan kerja (meliputi
pengungkit dan hasil) serta integrasi proses bisnis kawasan. Penilaian
internal terhadap pembangunan ZI secara individu dilakukan oleh TPI
masing-masing instansi pemerintah. Penilaian oleh TPl mengpunakan
LKE scbagaimana Lembar Kerja Evaluasi kepada unit kerja/satuan kerja.

Penilaian internal terhadap integras: kawasan dilakukan oleh tim
penilai internal gabungan dari perwakilan instansi pemerintah yang unit
kerja/satuan kerjanya diwajibkan membangun ZI di dalam kawasan. TPI
perwakilan instansi ini diharapkan ikut melibatkan unit kerja/satuan
kerja yang mengetahui karakteristik serta integrasi proses bisnis suatu
kawasan.
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Tabel 5. Aspek Penilaian Pembangunan Z1 Kawasan

NO. ASPEK PENILAIAN
1. | Terdapat pcta proscs bisnis pelayanan utama Kawasan
5 Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur
operasional tetap (SOP)
3. | Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan
| Peta proses bisnis dan orosedur operasional telah dicvaluasi
4. | dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi,
dan efektivitas
Terdapat sistem informasi dalam pelaksanaan proses bisnis
5. | yang terintcgrasi antar unit kerja/satuan kerja pada suatu

Kawasan
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BABII

PENGAJUAN UNIT KERJA/SATUAN KERJA BERPREDIKAT
MENUJU WBK DAN WBBM

Setelah TPl menyampaikan laporan hasil evaluasi terhadap unit
kerja/satuan kerja yang membangun ZI. Pimpinan instansi pemerintah

menmdaklanjuti hasil evaluasi tersebut dengan mengusulkan kepada
Kementerian PANRB selaku TPN untuk dilakukan evaluasi terhadap
kelayakan unit kerja/satuan kerja berpredikat menuju WBK/WBBEM.

Sebelum mengajukan usulan evaluasi kepada TPN,

terdapat

beberapa kriteria yang harus diperhatikan oleh instansi pemerintah

terkait syarat pengajuan kepada TPN, yaitu-

Tabel 5. Knteria Pengajuan Usulan ZI Menuju WBK/WBBM

|

‘l SYARAT Menuju WBK Menuju WBEBM
Opini BPK minimal “WTF"
Predikat SAKIP minimal | Predikat SAKIP minimal
IIB. n‘BBl
Tingkat * Indeks RB Minimal | « Indeks RB Minimal B
Instansi CC untuk Pemenntah untuk Pemerintah
pernerintah Daerah Daerah
* Indeks RB Minimal B| « Indeks RB Minimal BB
untuk untuk
kementerian /lembaga kementerian/lembaga
Level Maturitas SPIP Minimal Level 3
Unit kerja/satuan kerja yang diajukan merupakan core
layanan utama dari instansinya
Memberikan dampak yang signifikan terhadap perscpsi
masyarakat tentang kualitas birokrasi
’l‘l i Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil
ngrat Uil | ponoswasan dari APIP/BPK 100%
kerja/satuan | JKASN dan LHKPN 100%
kerja Sudah melakukan | Sudah melakukan

pembangunan ZI menuju
WBK minimal satu tahun

pembangunan ZI menuju
WBBM minimal satu tahun

Predikat SAKIP dari
evaluasi internal minimal
;KB-

sPredikat SAKIP dari
evaluasi internal minimal
“BB'
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Bagl Instana! pemerinteh yang telah banyvak satkesnya mendapatican
precikat Menuju WEK/WBBM, vaitu lebih dari 30% maka Instansd
tersebut tdak periu mengmukan satkernys lagl untuk alajukan
mendapathon menuz WBEK/WBBM, Ketentuan mengenni bal su akan
dissenpaikan oleh Kementerian Pendavagunasan Aparatur Negara dun
Reformasi Blrokorasl kepada mstanst yang telah memenuhl krzera
tersebut, Selanjutnya TP instarsi pemerntah yang lebih dani 30%
satkernya lelah mendopal predikal menujn WBK/WBBM diharsplan
doapat mendorong TH pada Instanal pemeriotab lan dalam peningkatan
kunbos pembangunan 21,

Pengajuas  evaluasl kepadu TPN  tersebul  dilakulan  dengan
membuat surat permobonan  evaluasi pembangunam ZI Menuju
WBK/WEBBM kepuda  TPN  (comfoh  swrot permohonan  eoaduasi
sebagaimana gambar 6)
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Gambar 6, contoh suraT pergajuan evalussi kepada TPN

Nomor | (Momor sural) (Targeal pengaguory
Lampiran @ -
Hal ! Pengajuan Unit Kerja/aatuan kega

Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dul
Korupe: (WBK)/Wilayah Birokrasd Berails
dan Melayanl (WBEM)|

Kepscla Yeh.
Menten Pendayapunasn Aparatur Negara dan Reformast Birokrast
Republik Indonesia
Cq. Depati Bidang Reformas Birokrusi, Akuntabilites Aparatur, dan Pengawasan
i
Jakarta

Dengan  bhormet, baiwa dalam rengie  pelaksansan  Perwuran  Menterd
Pendopagunoan Apoamtur Negoro don Reformest Blrokrasl Nomor XXX Tabun XXX
tentung Pedoman Evaluasi Pemnbangunan Zana Integritas, kami telah melekukan upaya
pembangunan Zona Integritox & (Mama fnstansi Pemerintah). Berdasarkan lapocan hasil
evaluasi takun XOXX oleh Tim Pentlalan Internal (TFE) ZI (Nama nstansi Pereriztal),
ko mengusulkon:

L. [Nama Unit kenja/ satuan keqa)l/ (predikat WEX atau WBEM)

2, [Nama Undt Keja/satwan Rerfal/ (predibat WOKX otaos WL
3, dst,

sebognt colen unit Kegja/satuan kerjs berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Karupel
(WBK) dan/ataz Wilagah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Schubungan dengan hal tersobut, kami mohon agar Tim Penilai Nasioral dapat
melokukan evaluast atas unit kega/sotuan kere yang divsulkan tersebat.
terimem besadh.

Pirapenan Instansi Pemerintah

(namay
NIP.

Tembusan:
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Pada saal pengajuan, wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari
kepala unit/satuan kerja yang dizgjukan mendapat predikat menuju
WBK/WBBM bahwa semua data dan informasi yang disampaikan telah
sesual dengan fakta yang ada (Surat Pernyataan Tanggung Jawsb
Mutlak/SPTJM tentang kebenaran data dukung) sebagaimana pada
gambar dibawah ini

Gambar 7. Contoh sural pernyataan tanggung jawab mutlak

SURAT PERNYATAAN TANGOUNG JAWAB MUTLAK
ISPTUM)
KEBENARAN DATA PENDUKUNG

Yih. Menter: Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformas Birokros

c.q Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabaditan

Aparatur dan Pengawasan
glnlum
Yang bertanda tangan di bawal: ini:
Noamin ¢ invaann jelas satuan kegia /unit kerju)

Jabatan (kepala satuan kena/unit kena)
Alamat Nawmmumnm

bndm Oruped- M-h&nk:mwdm Tnhun

20 dmmmhbmd-um”mm

ymm

1. Syarst satuan kega/unit kega telah sesus dengan kondis yang
sebenarnyn:

2. Data dukung pengungkit telah sesuni dengan kondisi yung sebenarmya:

3. Data dukung tentang hasil telah sesus dengan kondisi yang
scbenarnya;

Apabila di kemudian han ternyata ditemukan bahwa data yang kami

mpnﬂnnﬂnkmwdmnkndm sebenarnya, kami bersedin

diting mmmnmnmw/‘mwmuum

20NA INtegritas.

Demiloan pernyatann m dibuat untuk dipergunakan seperfunyn.

.............

Kepala satuan kerja/unit kerja
Matersa Rp 10.000,-
(Nama Lenghap)

KEPALA SATUAN KERJA /UNIT KERJA/




Selanjutnya Permohonan evaluasi pembangunan ZI kepada TPN
menggunakan sistem informasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona
Integritas (PMPZI) melahai alamat website www. pmpzinenpan.goid.

PMPZI merupakan sebuah instrumen bantu berupa aplikasi
teknologi informasi (TI) berbasis web. PMPZI bertujuan untuk
mempercepat proses pembangunan dan pengajuan ZI yang dilakukan
oleh masing-masing instansi pemerintah dalam hal pengumpulan dan
pengolahan data, serta monitoring dan evaluasi data. PMPZI ini
digunakan oleh:

1. TPluntuk melakukan penilaian terhadap kualitas pembangunan ZI di
unit kerja/satuan kerja;

2. Instansi Pemerintah untuk melakukan pengajuan evaluasi kepada
TPN apabila penilaian vang dilakukan TPI kepada unit kerja/satuan
kerja telah memenuhi kriteria untuk diajukan kepada TPN;

3. TPN untuk monitoring dan evaluasi pembangunan ZI, pengelolaan
data dan informasi dalam rangka penyusunan profil pelaksanaan ZI
baik pada tingkat K/L, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten
dan Pemerintah Kota.

Pengajuan evaluasi kepada TPN melalui PMPZI dilakukan paling
lambat pada tanggal 31 Mei setiap tahunnya.  Apabila terdapat
perubahan terkait tanggal waktu pengajuan evaluasi, maka Kementerian
PANRB akan memberikan informasi melalui surat pemberitahuan.


http://www.pmpzi.menpan.go.id
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Infrastruktur dari PMPZI dapat dilihat pada gambar berikul ini:

Gambar 8. Infrastruktur PMPZI

INFRASTRUKTUR PMPZI DARING
User di
kementertan/
lembaga
Server PMPZI '
di e
Kementerian
PANRB
INTERNET
User di User di
Pemerintah Pemerintah
Kabupaten/ Previnsi
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BAB III

EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS OLEH TIM

PENILAI NASIONAL

Setelah pimpinan instansi pemerintah mengajukan unit

kerja/satuan kerja yang memenuhi kriteria menuju WBK/WBBM melahai
PMPZI1, maka TPN melakukan beberapa langkah dalam rangka evaluasi
pengajuan wusulan unit kerja/satuan kerja berpredikat menuju
WBK/WBBM.

Secara garis besar, alur evaluasi pembangunan ZI oleh TPN melalui

beberapa langkah sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

. Pra Evaluasi

Pada tahap ini TPN memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
memastikan bahwa instansi pemerintah yang mengusulkan unit
kerja/satuan Kkerja berpredikat Menuju WBK atau WBEM telah
memenuhi syarat pengusulan tingkast instansi. Apabila instansi
pemerintah yang mengusulkan ridak memenuhi persyaratan di atas,
maka pengusulan akan ditolak dengan pemberitahuan melalui
PMPZI, kecuali ada pertimbangan teknis lain dari TPN;
memastikan unit kerja/satuan kerja yang diusulkan memenuhi
syarat pengusulan tingkat unit. Apabila unit kerja/satuan kerja yang
diusulkan tidak memenuhi persyaratan diatas, maka pengusulan
akan ditolak dengan pemberitahuan melalui PMPZI, kecuali ada
pertimbangan teknis lain dari TPN. Selain itu, apabila unit
kerja/satuan kerja yang diusulkan bukan unit kerja/satuan kerja
yang menyelenggarakan fungsi layanan masyarakat langsung, maka
jumlah unit kerja/satuan kerja yang scjenis yang akan dicvaluasi
ditentukan berdasarkan koordinasi antara TPN dan TPI;
memastikan bahwa hasil penilaian TPI pada unit kerja/satuan kerja
yang diajukan telah memenuhi ambang batas penilasian, yaitu total
nilai pengungkit dan hasil minimal 75,00 dengan minimal nilai
pengungkit 40 untuk Menuju WBK dan minimal 85,00 dengan
minimal nilai pengungkit 48 untuk Menuju WBBM;
memastikan bobot nilai per arca pengungkit minimal 60% pada
semua area pengungkit untuk predikat Menuju WBK; dan bobot nilai
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per arca pengungkil minimal 75% pada semua area pengungkit untuk
predikat Menuju WBBM;

5) memastikan nilai komponen hasil “Birokrasi yang bersih dan
akuntabel” minimal 18,25 untuk Menuju WBK dan 19,50 untuk
menuju WBBM dengan ketentuan nilai sub komponen “Surver
Persepsi Anti Korupsi® minimal 15,75 atau minimal skor survei 3,60
untuk Menuju WBK dan WBBM, serta nilai sub komponen “kinerja
lebih baik" minimal 2,50 untuk Menuju WBK dan 3,75 untuk Menuju
WBEM;

6) memastikan nilai komponen hasil "Pelayanan publix yvang prnima”
minimal 14,00 atau skor survei minimal 3,20 untuk unit kerja/satuan
kerja yang diajukan berpredikat Menuju WBK dan minimal 15,75 atau
skor survel minimal 3,60 untuk unit kerja/satuan kerja yang
diajukan berpredikat Menuju WEBM.

Apabila hasil Pra evaluasi TPN pada unit kerja/satuan kerja tidek
memenuhi Ketentuan sebagaimana angka 3 hingga 6 diatas, maka unit
kerja/eatuan kerja dianggap tidak memenuhi kriteria untuk di evaluasi
oleh TPN. Setelah itu, apabila unit kerja/satuan kerja memenuhi
ketentuan sebagaimana angka 3 hingga 6 diatas, maka unit Kerja/satuan
kerja dianggap memenuhi kritenia untuk di evaluasi oleh TPN.

. Desk Evaluas: Oleh TPN

Setelah dilakukan pra evaluasi untuk melihat pemenuhan syarat
instansi pemerintah dan unit kerja /satuan kerja yang akan mengajuken
evaluasi pembangunan ZI, maka sclanjutnya TPN melakukan desk
evaluasi untuk mengetahui kualitas pembangunan ZI terutama dari area
pengungkit, Desk evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa unit
kerja/satuan kerja telah secara konsisten dan berkelanjutan dalam
membangun ZI dan implementasi pembangunan ZI telah dilengkapi
dengan data dukung yang sesuai,

Desk evaluasi dilakukan melalui pendalaman dan pengujian LKE
serta data dukungan yang teclah disampaikan cleh TPl serta dengan
mengidentifikasi informasi dari berbagai media terkait unit/satuan kerja
yang dilakukan cvaluasi. Apabila diperlukan, desk cvaluasi dapat
dilakukan dengan meminta unit kenja /satuan kerja untuk memaparkan
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hasil pembangunan zona inlegritas yang dilanjutkan dengan diskusi
melalui media/sarana yang efektif. Hasil desk evaluasi selanjutnya

menjadi bahan bagi TPFN untuk menentukan keberlanjutan proses
evaluasi selanjutnya bagi unit kerja/satuan kerja.

. Evaluasi Lapangan oleh TPN

Evaluasi lapangan bertujuan untuk melihat secara langsung
implementasi pembangunan zona integritas pada unit kerja/satuan
kerja. Pada saat evaluasi lapangan TPN dapat melibatkan:

1. perwakilan instansi yang berada pada level provinsi yang mempunyai
fungsi pembinaan layanan utama dari unit kerja/satuan kerja dengan
memperhatikan adanya potensi benturan kepentingan;

2. instansi lain yang mempunyai kapasitas untuk melakukan evaluasi
pembangunan zona integritas dengan memperhatikan adanya potensi
benturan kepentingan,

3. para ahli serta akademisi yang mempunyai kompetensi tentang tugas
fungsi dari unit kerja/satuan kerja tertentu.

TPN pada saat cvaluasi lapangan akan melaksanakan kegiatannya

terhadap dua aspek:

1. Aspek pelaksanaan area pengungkit
Padas saat melakukan evaluasi lapangan, TPN memperhatikan dan
menguji implementasi enam area perubahan pada zona integritas.
Evaluasi lapangan ini menggunakan kertas kerja evaluasi hasil
penilaian TPI sebagai dasar penilaian. Oleh karena itu, evaluasi
lapangan yang dilakukan untuk memastikan bahwa hasil penilaian TP
telah sesual dengan kondisi yang ada di lapangan. Apabila terdapat gap
antara hasil penilaian evaluasi lapangan dengan hasil penilaian TPI
maka yang digunakan adalah hasil penilaian evaluasi lapangan.
Untuk evaluasi yang terdapat di kawasan stranas, selain
memperhatikan kualitas pembangunan unit kerja/satuan kerja, TPN
juga harus melakukan cvaluasi terhadap pencrapan intcgrasi proscs
bisnis layanan utama suatu kawasan Hal ini untuk memastikan
bahwa pada suatu kawasan telah terdapat mekanisme kerja vang
terintegrasi sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dalam
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sualu kawasan. Pada saat evaluasi TPN dapal melibatkan Tin Stranas
Pencegahan Korupsi,

.Aspek hasil yang terdiri atas sub komponen Survei Persepsi Anti

Korupsi dan Survei Persepsi Pelayanan Publik.

Dalam melaksanakan evaluasi terhadap hasil Survei Persepsi And

Korupsi dan Survel Persepsi Pelayanan Publik, TPN memastikan

kualitas integritas dan kualitas pelayanan yang ditennma oleh

masyarakat/stakehoider dengan melaksanakan survel secara
langsung Survei ini dilaksanakan oleh TPN melalui Badan Pusat

Statistik atau pihak ketiga yang telah ditunjuk. Hal yang menjadi

perhatian pada saat pelaksaaan survei adalah:

a. Survei dilakukan kepada unit yang memenuhi pra evaluasi awal oleh
TPN melalui PMPZI;

b. Survei dapat dilaksanakan sebelum atau bersamaan dengan waktu
evaluasi pengungkit (evaluasi lapangan) dan memperhatikan kondisi
yang terjadi pada saat evaluasi;

c. Survei dilakukan kepada penerima pelayanan vang telah selesai
menerima pelayanan dari unit kerja/satuan kerja. Hal ini untuk
memastikan bahwa responden telah menerima secara penuh
rangkaian proses pelayanan schingga hasil survei akan dapat
memberikan gambaran secara obyektif kualitas pelayanan;

d.Minimal jumlah responden yang dilakukan survei adalah 30
responden untuk satu unit kerja/satuan kerja. Apabila penerima
pelayanan dari unit yang diusulkan secara kuantitatif selama kurun
waktu yang ditentukan kurang dari 30 orang, karcna memang
karakter unit kerja/satuan kerja yang bukan pelayanan kebutuhan
dasar, maka tim yang melaksanakan survei akan menentukan
dengan jumlah tertentu sesusi kaidah-kaidah perhitungan statistik;

e. Tim survei harus memperhatikan komposisi responden terkait jenis
pelayanan yang dimiliki oleh unit kerja/satuan kerja. Hal ini untuk
memastikan bahwa hasil survei akan menggambarkan kualitas dari
semua jenis pelayanan yang diberikan oleh unit kerja/satuan kerja.

f. Pertanvaan survei mencakup persepsi kualitas pelayanan, vang
meliputi aspek-aspek yang diatur oleh kebijakan tentang evaluasi
pelayanan publik. Sedangkan persepsi anti korupsi meliputi aspek
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tindakan diskriminasi, indikasi kecurangan pelayanan, pemberian
imbalan diluar ketentuan yang berlaku, praktek pungutan liar, dan
prakick percaloan. Aspeck pertanyaan pada persepsi kualitas
pelayanan dan persepsi anti korupsi discsuaikan sesuai dengan
kebutuhan survei,

g. Ketentuan lebih detail terkait pelaksanaan survei akan disampaikan
setiap tahunnya cleh kementerian setelah mendapat masukan dari
BPS,

3. Evaluasi terhadap sub komponen capaian kinerja
Pada saat melaksanaan evaluasi, TPN memastikan bahwa capaian
indikator kinerja utama (IKU) unit Kerja/satuan Kkerja telah
sesuai/melebihi dengan target perencanaan kinerjanya. Selain itu,
apabila indikator kinerja utama yang digunakan mempunyai standar
target nasional, maka capaian kinerja unit tersebut minimal harus
sama atau melebihi target nasional yang ada.

Sctelah sclesal melakukan cvaluasi lapangan discrtai pelaksanaan
survei, maka TPN melakukan penilaian dengan menyandingkan LKE hasil
penilaian TPl dengan kondisi yang ditemukan dari proses evaluasi. Selain
itu, pada evaluasi lapangan ini, TPN juga melakukan pengujian melalui
mystery shopper pada unit/satuan kerja.

4. Tahapan clearance dan panel
Setelah selesai melakukan rangkai evaluasi, TPN melakukan clearance
dengan Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan
Korupsi, Komisi yang terkait teknis instansi, serta Aparat Pengawas
Internal Pemerintah (APIP] untuk menentukan unit kerje/satuan kenja
yang akan mendapatkan predikat menuju WBK/WBBM. Setelah itu
dlilanjutkan dengan panel hasil evaluasi.
5. Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi
Selanjutnya TPN menyusun laporan hasil evaluasi dengan menjelaskan
catatan selama evaluasi, Secara rinci, hasil evaluasi dapat diuraikan
scbagai berikut:
a.apabila hasil evaluasi TPN menunjukan bahwa nilai unit
kerja/satuan kerja tidak memenuhi kriteria dan nilai minimal
Menuju WBK/WBBM, maka TPN merekomendasikan kepada
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pimpinan instansi pemernntah agar unit kerja/ satuan kerja tersebut
dilakukan pembinaan;

b. apabila hasil evaluasi TPN menunjukan bahwa unit kerja/satuan
kena tersebut memenuhi syarat menuju WBK/WBBM, maka TFN
akan merekomendasikan kepada Menteri agar unit kerja/satuan
kerja tersebut ditetapakan sebagai unit kerja/satuan kerja menuju
WBK/WBEBM;

c. apabila hasil evaluasi TPN menyatakan bahwa seluruh unit
kerja/satuan kerja yang wajib membangun ZI pada kawasan
tergebut memenuhi syarat menuju WBK/WBBM akan tetapi belum
terdapat integrasi pelayanan kawasan, maka TPN akan
merekomendasikan kepada pimpinan setiap instansi pemerintsh
yang mempunyai unit pada kawasan agar unit kerja/satuan kerja
pada kawasan untuk membangun integrasi dan berkolaborasi dalam
pelayanan kawasan;

d.apabila hasil evaluasi TPN menyatakan bahwa terdapat unit
kerja/satuan kerja yang wajib membangun ZI pada kawasan
tersebut tidak memenuhi syarat menuju WBK/WBBM maka TPN
akan merekomendasikan kepada setiap pimpinan instansi
pemerintah pada unit kerja/satuan kerja di kawasan agar unit
kerja/satuan kerja tersebut dilakukan pembinaan;

c. apabila hasil cvaluasi TPN menyatakan bahwa scluruh unit
kerja/satuan kerja yang wajib membangun Z1 Atas pada kawasan
tersebut memenuhi syarat menuju WBK/WBBM dan sudah terdapat
integrasi peclayanan kawasan, maka TPN akan merckomendasikan
kepada Menteri agar kawasan tersebut ditetapakan sebagai kawasan
menuju WBK/WBBM.

D. Penetapan Predikat Menuju WBK/WBBM
1. Penetapan Unit kerja/satuan kerja Berpredikat Menuju WBK dan
WBBM
Berdasarkan rekomendasi darl TPN, Menteri menetapkan unit
kena/satuan kerja tersebut sebagai unit kerja/satuan kerja berpredikat
Menuju WBK/WBBM. Syarat unit Kkerja/satuan kerja yang dapat
ditetapkan sebagai Menuju WBK/WBBM adalah sebagai berikut:
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Tabel 6. Persyaratan penetapan unil kerja/satuan kerja menuju Menuju

WBK/WBBM
SYARAT Menuju WBK Menuju WBBM
75 85
Nilai Total Telah mendapatkan
predikat Menuju
WBK
Nilai Minimal Pengungkit 40 48
| Bobot nilai minimal per area 60% 75%
- pengungkit
'Nilai  komponen  hasil 18,25 19,50
“Pemerintah yang Bersih dan
' Akuntabel” minimal
* Nilai sub-komponen 15,75 15,75
“Survei Persepsi  Anti| (survey 3,60) (survey 3,60)
Korupsi” minimal
¢ Nilai sub komponen 2,50 3,75
“Kinerja Lebih Baik”
minimal
Nilai komponen hasil 14,00 15,75
“Pelayanan  Publik  yang| (survey 3,20) (survey 3,60)
' prima” minimal
L

2. Penetapan Kawasan Menuju WBK/WBBM

Berdasarkan rekomendasi dari TPN, Menteri menetapkan kawasan
lersebul sebagal kawasan berpredikat Menuju WBK. Syarat kawasan
vang dapat ditetapkan sebagai WBK adalah:

a. semua Unit kerja/satuan kerja yang berada di kawasan tersebut
memenuhi Kriteria unit berpredikat Menuju WBK;

b. sudah terdapat kecterpaduan/integrasi ketatalaksanaan (prosecs
bisnis) antar unit kerja/satuan kena yang ada di kawasan tersebut.
Skor Integrasi proses bisnis minimal 6,5 untuk predikat WBK.

llustrasi Kawasan yang ditetapkan mcnjadi Kawasan Menuju WEK
adalah sebagsimana tabel berikut:
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Tabel 7. Nustrasi Kawasan yang Ditetapkan Meouju WBK

UNIT
v INTEGRASI
KONDIS! | KERJA/SATUAN PENETAPAN
KAWASAN '
KERJA
Tidak seluruh i Tidak Memenuhi
Tidak ada
1 unit Menuju . Kawasan Menuju
integrasi
WBK WBK
Tidak seluruh Ada integrasi Tidak Memenuhi
2 unit Menuju (Nilai Integrasi Kawasan Menuju
WBK Kawasan 6,5) WBK
Tidak Memenuhi
Seluruh unit Tidak ada
3 : . Kawasan Menuju
Menuju WBK Integrasi
WBK
Ada integrasi Memenuhi
a Seluruh unit (Nilai Int ) Ki Mérik
nte wasan Menuju
Menuju WBK g ?
Kawasan 6,5) WBK

Penetapan kawasan berpredikat Menuju WBK dituangkan dalam
Keputusan Menteri. Penetapan predikat Menuju WBK berlaku sesuai
yang tertera dalam Surat Keputusan Menteri dan dapat dicabut apabila
terdapat kejadian/peristiwa yang
mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya lagi indikator bebas darni

korupsi.

Berdasarkan rekomendasi dari TPN, Menteri menetapkan kawasan
tersebut sebagai kawasan berpredikat Menuju WBBM. Syarat kawasan

yang dapat ditetapkan sebagai Menuju WBBM adalah:

a.
b.

kawasan tersebut telah mendapat predikat Kawasan Menuju WBK;
semua Unit kerja/satuan kerja vang berada di kawasan tersebut

memenuhi kriteria unit berpredikat menuju WBBM;

sudah terdapat keterpaduan/integrasi ketatalaksanaan (proses
bisnis) antar unit kerja/satuan kerja yang ada di kawasan tersebut.
Skor Integrasi proses bisnis minimal 7,5 untuk predikat Menuju

WBEM,

llustrasi Kawasan yang ditetapkan menjadi Kawasan Menuju WBBM

adalah sebagaimana berikut:
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Tabel 8, llustrasi Kawasan yang Ditetapkan Menuju WBBM

UNIT
INTEGRASI
KONDISI | KERJA/SATUAN PENETAPAN
: KAWASAN
KERJA
Tidak seluruh | Tidak Memenuhi
Tidak ada
1 unit menuju \ ) Kawasan Menuju
integrasi
WBBM WEBBM
Tidak seluruh Ada integrasi | Tidak Memenuhi
2 unit menuju (Nilai Integrasi | Kawasan Menuju
WEBM Kawasan 7,5) WEBM
Tidak Memenuhi
Seluruh unit Tidak ada
3 Kawasan Menuju
menuju WBBM Integrasi
WEBEM
Ada integrasi Memenuhi
g |TBYER (Nilai Integrasi | Ka Menuj
ntegrasi wasan Menuju
menuju WBBM
Kawasan 7,5) WEBEBM

Penetapan kawasan berpredikat Menuju WBBM dituangkan dalam
Keputusan Menteri. Penctapan predikat Menuju WBBM berlaku sesuai
vang tertera dalam Surat Keputusan Menteri, dan dapat dicabut apabila
ternyata setelah penetapannya  terdapat  kejadian/peristiwa  yang
mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya lagi indikator birokrasi bersih
dan melavani.
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BAB IV

PEMANTAUAN UNIT KERJA /SATUAN KERJA /KAWASAN

BERPREDIKAT MENUJU WBK/WBBM

A. Pemantauan Unit Kerja/Satuan Kerja atau Kawasan Berpredikat Menuju
WBK/WEBBM

Unit kerja/satuan kerja atau kawasan yang telah mendapat predikat

menuju WBK/WBBM merupakan unit kerja/satuan kerja atau kawasan
percontohan nasional terkait pelaksanaan RB, khususnya dalam hal
kualitas pelayanan publik dan integritas anti korupsi. Oleh karena itu,
dalam rangka menjega unit dan kawasan tcrscbut agar tctap menjaga

pelayanan atau integritas dan memastikan tidak terdapat penurunan

kualitas serta menjaga dari berbagai penyimpangan, maka diperlukan
langkah-langkah yang harus dilakukan olch TPI dan TPN.

1.

Langkah vang harus dilakukan oleh TPI:

melakukan pendampingan secara Kkonsisten terhadap unit
kerja/satuan kerja/kawasan yang telah mendapat predikat menuju
WBK serta memantau perkembangan pembangunannya untuk
Menuju WBEBM;

melakukan survei internal untuk mengetahui dan menjaga kualitas
pelayanan dan integritas. Pelaksanaan survei menggunakan
metodologi yang telah ditetapkan oleh TPN (Apabila tidak
melaksanakan survei internal tersendiri, TPl dapat menggunakan
hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk melihat kualitas
pelayanan dan integritas);

meclakukan penilaian internal dan melaporkan perkembangsn
pembangunan ZI di unit kerja/satuan kerja/kawasan yang telah
mendapat predikat menuju WBK melalui PMPZ] sctidaknya sctiap dua
tahunan apabila pada kurun waktu tersebut unit kerja/satuan
kerja/kawasan tidak diajukan untuk mendapatkan predikat Menuju
WBEM;

melakukan penilaian internal dan melaporkan kondisi atau
perkembangan ZI di unit kerja/satuan kerja/kawasan yang telah
mendapat predikat Menuju WBBM melalui PMPZI sctiap dua tahun
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Republik Indonesia

:q. Deputi Badung Reformasst Blrokrust, Akuntabilitas Aparatur, dian Fengawasun
1

Jakarm

Dengan hoemat, bahwa dalam rongka pelaksanaan Peraturan Menteri
Pcndaow Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasl Nomor XX Tabun 2021
wntang Podoman Panbangunan Zona [ntegritas Meouju Wilaysh Debas dun
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingcungan Instanad
Pernerintah, komi teloh melaxuban pembangunan Zona Iotegoiins di {Mama
Instansi Fermentniah). Berdosarkan laporan hasid monitonng dan evaluasi tahun
(tshun pengaguant oleh Tim Perilasan [nternal [TP1) 21 (Mama dnstenst Pemonintah),
kaml menyimpulkan behwa unit kerja/satuan kerja (Nama Undt kevje/Satean
keny® masih memenuhif tidok memenubi®? kriserin Menuju Wilsyah Bebax dari
Korupsi [WDX) atau Wilayah Diroirasl Dersih dan Melayand (WDBM). Hal ind
Berduzarkan catatan TP bahwa:

L.... jcapsian miln: penguoghet dan hasil)

2. jcatatan hast! monitering dan eviilsl)

Demikian kaml sampalkan, ates perbation don keclasamanys, kami
wonpkean terims loasih,

(nacmaj
NP,




- 63 =
Selain beberapa hal diatas yang dilakukan TPl terhadap unit
kerja/satuan kerja atau kawasan vang telah mendapatkan predikat
menuju WBK/WBEM, lengkah yang harus dilakukan oleh TPN:

1. melakukan venfikasi atas laporan monitoring TPl terhadap unit
kerja/satuan kerja atau kawasan yang telah mendapatkan predikat
Menuju WEK/WBBM;

2. melakukan evaluasi lapangan secara berkala terhadap unit
kerja/satuan kerja atau kawasan yang telah mendapatkan predikat
Menuju WEK/WEBBM;

3. melakukan verifikasi lapangan dan klarifikasi dengan TPl apabila
terdapat laporan dugaan maladministrasi yang diterima oleh TPN
terkait pelayan atau integritas di unit kerja/satuan kerja atau kawasan
yang telah mendapat predikat Menuju WBK/WEBM.

B. PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI UNIT KERJA/SATUAN KER.JA
BERPREDIKAT MENUJU WBK/WBBM

Scbhagai wujud apresiasi kepada unit kerja/satuan kerja yang telah
berhasil membangun ZI dan dalam rangka mendorong pembangunan ZI1
pada unit kerjafsatuan kerja yang lain, instansi pemerintah dapat
memberikan penghargaan kepada unit kerja/satuan kerjanya yang
mendapat predikat menuju WBK/WBBM. Pemberian penghargaan
tersebut diberikan sesuai dengan Kebijakan masing-masing instansi
pemerintah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perudangsn
yang berlaku.

C. PENCABUTAN PREDIKAT MENUJU WBK/WBEM

Pada unit kerja/satuan kerja atau kawasan yang telah mendapat
predikat menuju WBK/WBBM apabila berdasarkan lapeoran dari TPI
bahwa unit kerja/satuan kerja atau kawasan sudah tidak memenuhi
kriteria menuwu WBK/WBBM. Berdasarkan hasil evaluasi lapangan
berkala atau verifikasi lapangan oleh TPN dan setelah melakukan
klarifikasi dengan TPI ditemukan bukti bahwa terdapat maladministrasi,
maka secara tertulis TPN akan merekomendasikan kepada Menteri
PANRB untuk mencabut predikat menuju WBK/WBBM pada unit
kerja/satuan kerja atau kawasan tersebut Selanjutnya, unit
kenja/satuan kerja atau kawasan yang telah dicabut predikat menuu
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WBEK/ WBBM, tidak dapat diajukan lagi untuk untuk mendapatkan

predikat Menuju WBK selang 2 tahun setelah penetapan pencabutan
diterbitkan.,

. REPLIKASI PADA UNIT KERJA/SATUAN KERJA YANG TELAH
BERPREDIKAT MENUJU WBK/WBBM

Sebagai upaya untuk mendorong percepatan pembangunan ZI pada
unit kerja/satuan kerja atau kawasan lainnya, maka perlu dilakukan
replikasi pembangunan ZI dari unit kerja/satuan kerja atau kawassn
yang telah mendapat predikat menuju WBK/WBEBM. Replikasi ini dapat
dilakukan oleh unit kerja/satuan kerja atau kawasan yang secdang
membangun dengan melakukan studi tirn dan modifikasi sesuai dengan
karakteristik vang dimiliki Sclanjutnya diperlukan kebijakan di level
internal instansi pemerintah untuk mendorong unit atau kawasan lain
melakukan replikasi pada unit yang telah mendapatkan predikat menuju
WBK/WBBM, sehingga replikasi terhadap unit kerja/satuan kerja atau
kawasan yang tclah mcndapat predikat menuju WBK/WBEM akan

berjalan secara sistemis.
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BAB IV
PENUTUP

Terbangunnya unit kerja yang berpredikat menuju WBK/WBBM
dapat menjadi percontohan bagi instansi pemerintah yang sedang
berupaya melakukan perbaikan pelayanan publik dan anti korupsi dalam
rangka percepatan reformasi birokrasi.

Instansi pemerintah harus memahami bahwa upayanya untuk
memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan
integritas di lingkungannya akan berpengaruh tidak hanya pada
kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan, namun juga akan
meningkatkan kepercayaan publik yang akan berujung pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, apabila pada tahun
pengajuan terdapat perbuatan melanggar hukum terkait KKN pada suatu
instansi, khususnya yang melibatkan pimpinan tertinggi instansi, maka
usulan TPl yang telah disampaikan pada TPN akan digugurkan.

Pedoman ini bersifat dinamis, dalam arti ketentuan-ketentuan di
dalamnya dapat diubah sesuai kebutuhan berdasarkan perkembangan
lingkungan strategis vang ada. Indikator dalam rangka penetapan
predikat menuju WBK/WBBM diharapkan secara bertahap dapat diubah
schingga semakin mengarsh kepada zero tolerance approach dalam
pemberantasan korupsi. Oleh karena itu diperlukan evaluasi kebijakan
pelaksanaan pembangunan Zona Integritas untuk mengetahui efektivitas
pedoman ini. Evaluasi dilaksanakan oleh Kementerian melalui
penelaahan laporan-laporan yang diterima dan pengolahan informasi
vang diperoleh langsung di lapangan.

Selanjutnya Menteri wajib menyampaikan laporan kepada Presiden

mengenai perkembangan pelaksanaan kebijakan/program pembangunan
Zona Integritas menuju terwujudnya WBK/WBBM secara berkala pada
setiap akhir tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO



LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 90 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBANGUNAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI INSTANSI PEMERINTAH

c. Jika monitoring dan evaluasi tidak melibatkan
pimpinan dan tidak secara berkala

d. Jika tidak terdapat monitoring dan evaluasi terhadap
pembangunan zona integritas

Penjelasan Fit Jawaban % Catatan/Keterangan/Penjelasan
Jawaban
. | PENGUNGKIT 60,00 60,00 100,00%
I. |PEMENUHAN 30,00 30,00 100,00%
1. MANAJEMEN PERUBAHAN 4,00 4,00 100,00%
i. |Penyusunan Tim Kerja 0,50 0,50 100,00%
;| Guil - kexjtalabsmembent -t neink Ya, jika Tim telah dibentuk di dalam unit kerja. Ya/Tidak Ya 1,00
melakukan pembangunan Zona Integritas
b.|Penentuan anggota Tim dipilih melalui a. Jika dengan prosedur/mekanisme yang jelas dan
prosedur/mekanisme yang jelas mewakili seluruh unsur dalam unit kerja
b. Jika sebagian menggunakan prosedur yang mewakili A/B/C A 1,00
sebagian besar unsur dalam unit kerja
c. Jika tidak di seleksi.
ii. | Rencana Pembangunan Zona Integritas 1,00 1,00 100,00%
a.|Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Ya, jika memiliki rencana kerja pembangunan Zona
Zona Integritas menuju WBK/WBBM Integritas. Ya/Tidak Ya 1,00
b.|Dalam dokumen pembangunan terdapat target- a. Jika semua target-target prioritas relevan dengan
target prioritas yang relevan dengan tujuan tujuanpembangunan WBK/WBBM
pembangunan WBK/WBBM b. Jika sebagian target-target prioritas relevan dengan A/B/C A ida
tujuan pembangunan WBK/WBBM ’
c. Jika tidak ada target-target prioritas yang relevan
dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM
¢. |Terdapat mekanisme atau media untuk a. Jika telah dilakukan pengelolaan media/aktivitas
mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM interaktif yang efektif untuk menginformasikan
pembangunan ZI kepada internal dan stakeholder secara
berkala
b. Jika pengelolaan media/aktivitas interaltif dilakukan AES = 1,00
secara terbatas dan tidak secara berkala
c. Jika pengelolaan media/aktivitas interaktif belum
dilakukan
iii. | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan 1,00 1,00 100,00%
a. |Seluruh kegiatan pembangunan sudah a. Jika semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan
dilaksanakan sesuai dengan rencana sesuai dengan rencana
b. Jika sebagian besar kegiatan pembangunan telah
dilaksanakan sesuai dengan rencana
c. Jika sebagian kecil kegiatan pembangunan telah A/BICIR ® e
dilaksanakan sesuai dengan rencana
d. Jika belum ada kegiatan pembangunan yang dilakukan
sesuai dengan rencana
b.|Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap a. Jika monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan dan
pembangunan Zona Integritas dilakukan secara berkala
b. Jika monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan
tetapi tidak secara berkala A/B/C/D A 1,00




. |Hasil Monitoring dan Evaluasi telah

ditindaklanjuti

a. Jika semua catatan/rekomendasi hasil monitoring dan
evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan
kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti

b. Jika sebagian besar catatan/rekomendasi hasil
monitoring danevaluasi tim internal atas persiapan dan
pelaksanaan kegiatanUnit WBK/WBBM telah
ditindaklanjuti

c. Jika sebagian kecil catatan/rekomendasi hasil
monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan
pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah
ditindaklanjuti

d. Jika catatan/rekomendasi hasil monitoring dan
evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan
kegiatan Unit WBK/WBBM belum ditindaklanjuti

A/B/C/D

1,00

Catatan/Keterangan/Penjelasan

iv. | Perubahan pola pikir dan budaya kerja

1,50

1,50

100,00%

a.

Pimpinan berperan sebagai role model dalam
pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM

ya, jika pimpinan menjadi contoh pelaksanaan nilai-nilai
organisasi.

Ya/Tidak

Ya

1,00

.|Sudah ditetapkan agen perubahan

a. Jika agen perubahan telah ditetapkan dan
berkontribusi terhadap perubahan pada unit kerjanya
b. Jika agen perubahan telah ditetapkan namun belum
berkontribusi terhadap perubahan pada unit kerjanya
c. Jika belum terdapat agen perubahan

A/B/C

1,00

Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di
lingkungan organisasi

a. Jika telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja
dan pola pikir dan mampu mengurangi resistensi atas
perubahan

b. Jika telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja
dan pola pikir tapi masih terdapat resistensi atas
perubahan

c. Jika belum terdapat upaya pembangunan budaya kerja
dan pola pikir

A/B/C

1,00

.|Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan

Zona Integritas menuju WBK/WBBM

a. Jika semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona
Integritas menuju WBK/WBBM dan usulan-usulan dari
anggota diakomodasikan dalam keputusan

b. Jika sebagian besar anggota terlibat dalam
pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

c. Jika sebagian kecil anggota terlibat dalam
pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

d. Jika belum ada anggota terlibat dalam pembangunan
Zona Integritas menuju WBK/WBBM

A/B/C/D

1,00

3,50

3,50

100,00%

. |PENATAAN TATALAKSANA
i. |Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan

1,00

1,00

100,00%

a.

SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi

a. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis
dan juga melakukan inovasi yang selaras

b. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis
c. Jika sebagian SOP unit telah mengacu peta proses
bisnis

d. Jika belum terdapat SOP unit yang mengacu peta
proses bisnis

A/B/C/D

1,00




.|Prosedur operasional tetap (SOP) telah

diterapkan

a. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang
ditetapkan organisasi dan juga melakukan inovasi pada
SOP yang diterapkan

b. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang
ditetapkan organisasi

c. Jika unit telah menerapkan sebagian besar SOP yang
ditetapkan organisasi

d. Jika unit telah menerapkan sebagian kecil SOP yang
ditetapkan organisasi

e. Jika unit belum menerapkan SOP yang telah ditetapkan
organisasi

A/B/C/D/E

1,00

Catatan/Keterangan/Penjelasan

. |Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi

a. Jika seluruh SOP utama telah dievaluasi dan telah
ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan
perbaikan SOP

b. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi dan
telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan
perbaikan SOP

c. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi tetapi
belum ditindaklanjuti

d. Jika sebagian kecil SOP utama telah dievaluasi

e. Jika SOP belum pernah dievaluasi

A/B/C/D/E

1,00

ii. |Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

2,00

2,00

100,00%

a.

Sistem pengukuran kinerja unit sudah
menggunakan teknologi informasi

a. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja (e-
performance [e-sakip) yang menggunakan teknologi
informasi dan juga melakukan inovasi

b. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja (e-
performance [ e-sakip) yang menggunakan teknologi
informasi

c. Jika belum memiliki sistem pengukuran kinerja (e-
performance /[ e-sakip) yang menggunakan teknologi
informasi

A/B/C

1,00

.|Operasionalisasi manajemen SDM sudah

menggunakan teknologi informasi

a. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM
yang menggunakan teknologi informasi dan juga
melakukan inovasi

b. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM
yang menggunakan teknologi informasi secara terpusat
c. Jika belum menggunakan teknologi informasi dalam
operasionalisasi manajemen SDM

A/B/C

1,00

Pemberian pelayanan kepada publik sudah
menggunakan teknologi informasi

a. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan
menggunakan teknologi informasi terpusat/unit sendiri
dan terdapat inovasi

b. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan
menggunakan teknologi informasi secara terpusat

c. Jika belum memberikan pelayanan kepada publik
dengan menggunakan teknologi informasi

A/B/C

1,00




Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi
terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam
pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM,
dan pemberian layanan kepada publik

a. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap
pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran
kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian
layanan kepada publik sudah dilakukan secara berkala
b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap
pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran
kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian

Catatan/Keterangan/Penjelasan

c. Jika sebagian kecil penempatan pegawai hasil
rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai
yang telah disusun per jabatan

d. Jika penempatan pegawai hasil rekrutmen murni tidak
mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun
per jabatan

layanan kepada publik sudah dilakukan tetapi tidak AfBC = o
secara berkala
c. Jika tidak terdapat monitoring dan evaluasi terhadap
pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran
kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian
layanan kepada publik
iii. | Keterbukaan Informasi Publik 0,50 0,50 100,00%
a.|Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik a. Jika sudah terdapat Pejabat Pengelola Informasi Publik
telah diterapkan (PPID) yang menyebarkan seluruh informasi yang dapat
diakses secara mutakhir dan lengkap
b. Jika sudah terdapat PPID yang menyebarkan sebagian A/B/C A 566
informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan !
lengkap
c. Jika belum ada PPID dan belum melakukan
penyebaran informasi publik
b.|Telah dilakukan monitoring dan evaluasi a. Jika dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi kebijakan keterbukaan informasi publik dan telah
publik ditindaklanjuti
b. Jika monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
keterbukaan informasi publik telah dilakukan tetapi A/B/C A 1,00
belum ditindaklanjuti
c. Jika monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
keterbukaan informasi publik belum dilakukan
.| PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR 5,00 5,00 100,00%
i. |[Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan 0.28 0.25 100.00%
Kebutuhan Organisasi ’ 4 kb
a.|Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja Ya, jika kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja
mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban Ya/Ti
2 : N i 3 ; S a/Tidak Ya 1,00
beban kerja untuk masing-masing jabatan kerja untuk masing-masing jabatan.
b.|Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni a. Jika semua penempatan pegawai hasil rekrutmen
mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah
disusun per jabatan disusun per jabatan
b. Jika sebagian besar penempatan pegawai hasil
rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai
yang telah disusun per jabatan A/B/C/D A 1,00




Plithan

o, Jika sebagian kecil rencana pengembangan kompetensi
pegawnl mempertimbangkan basil pengelolsan kinerjs
pryawai

d. Jika belum ada rencana pengembangan Koanpetenal
pegawai pang mempertimbangican hasil pengelolaan
Kinerja pcgawai

Penilaian Bobot Penjelasan J : Jawaban Nilai % Catatan/Keterangan/Penjelasan
c. | Telah dilakukan menitoring dan dan evaluasi Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi
terhadop penempatan pegowal rekrutmen untuk terhadop penempaton pegawal hasy rekrutmen untuk
memenuhi kebutuhan fahatan dalam arganisasi |memenuhi kebutuhan jabatan dalam arganisasi telak Ya/Tidak Ya 1.0
telah memberikan perbaileen terhadap Kinerja memberilcan perbaikan terhadap kKinerja unit kesja.
unit kerta
. |Pola Mutasi Internal 0,50 0,50 100,00%
A Dalam melakoukan pengembangan karier Ya, jika dilakulkan mutast pegaowad antar abatan scbagal
pegawal, telah dilakulean mutaal pegawai antar wijud dari pengembangan kasier pegawal. Yo Tidak Yo 1,00
batan
b | Dalam mehakulan mutesd pegawal antar jabatan A Jiko semiua motost pegoawad antar jabatan telah
telah memperhatikan kompetensi jabatan dan memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola
mengikuti pola mutast yang telah ditetapkan |mutas yang telah ditetapkan organisast dan jugs unit
kerjo mensberilchn pertimbangan terkait hal ini
b. Jika semun mutasi pegawal antar jabatan telah
memperhatikan kampetensi jabatan dan mengikuti pola
mutas vang 1eiah ditelapkan organisasi
¢, Jika seboaginn besar mutasi pegawad antar jabatan telah
memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola =
muta‘.’:yam tedah du‘:-ta,pkuf orgarizast . " o e e A re
d. Jika sehagian keell semun mutasd pegawal antas
abatan telah memperhatican keenpetenss jabatan dan
mengduti pola mutesd yang telah ditetaphen arganisasi
¢, Jika mutasl pegawsi antar jabaran behom
memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikut: pola
mutas: yang tolah ditetaphan organisast
. | Telah dilakulan monitoring dan evalussd Ya, Jika sudals dilalasiun monitoring dan evalausi
terhadap Kegiatan mutasi yang telal dilakukan erhadap Kegintan mutasi yang tdah dilakukan dalam Y/ Tidak Ya L0
dalam katannya dengan perbaikan kinerjo |kartannyn dengan perbatkon kinerja. .
Pengembangan Peguwai Berbasis Kempetenal 125 1,28 | 100,00% |
i 3:1:1 ?;W Analysic ¥a, jika sudah dilakukan Training Nesd Analysis Untulk Ya/Tidak Ya .00
b | Dalam menyusun rencans pengembangan A Jika semua rencana pergembangan kompetensi
kompetensi pegawal, teah mempertimbangican pegawal mempertimbangikan hasdl peagelolaan Xinerja
hasil pengelclaan kinerja pegawsi pegawal
b. Jika sehagian beaar rencana pengembangan
kompetensi pegawal mempertimbangioan hoas(l
PROEOla Kiverd. P AJBICID A L0




Tingkat kesenjungan kempetensi pegawal yang
adn dengan standar kompetensi yang ditetapkan
untuk masing-masing jabasan

a Jika pereentase kesenjangan kompetenst pegawal
dengon standar kompetensi yang ditetapkan sebesar
«25%

|b. Jika peracniase kesenjangan kampetenal pegawad

dengan standar kampetenal yang ditetapkan sebesar
*259%-50°%

c, Jika sebagian bosar kompetensa pegawnl dengan

standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-

masing jabatan >30% -7 5%

d. Jika pecsentose kesenjangnn kompetensi pogawal
dengan standar kompetenal yang ditetaphan sebesar
>75%-100%

A/B/C/D

1,00

Pegowal di Unit Kena telah memperoleh
kesempatan / hak untuk mengixut dikiat
maupun pesgembangan kompetesai latnaya

o Jiks selunah pegawail di Unit Kena telah mempercleh
kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun
pengembangan keanpetensd lainnya

b. Jika sehapan besar pegawai di Unit Kerja telah
memperalels Kesem patan flsak untuk mengikut diklat
maupun pengembangan kompetensi lainnys

c, Jilka sebhaginn kecal pegawad di Unit Kena telah
memperoleb kesempatan/bak untuk mengikuti diklat
maupun pengemboangnn kompetensi lainnya

d. Jika beluns ada pegawal di Unit Kerja telah memperalen
keaenspatan Mhak wntuk sengilost! diskdlat maupun
pengembangan Kempetensd lainoga

A/B/C/D

1,00

Dalam pelaksanosn pengembangan kompetensi,
unit kegja melalouican upaya petgembangan
kompetensi kepada, pegawal [sepertt
pengilkutsertaan pada lembaga pelatinan, In-
house prairing, coaching, atau mentoring)

a Jika unit kerjn melakukon upaya pengembangan

kom petensi kepada seluruh pegaownad

b. Jika unit kerja meloakukan upaya peaganbengan

kom petensd kepada sebagian Desar pegawad

¢, Jika unit Kegda melakukan upaya pengembangan

kompetenm kepada sehaginn kecil pegawad

d. Jika unit Xerja delum melskukan upaya pengembangan
" " Wy

A/BIC/D

1,00

Telah dilakukan monitoring dan evalussi
terhadap haml pengembangnn kompetensi dalam
kaltannya dengan perbadloan kinerja

4 Jika monitoring dan esaluasi terhadap hasi

peogembangan kompetenst dalam katannya dengan

perbatkan linesja telzh dilakulean secara berkala

b, Jika monsoring don evaluasi terbadap basil

peragembangan kompetens dalam kastannys dengan

perbalican Kinesia telah dilakulan samun tidak secara

berkala

¢. Jika monitoring dan evaluasi terbadap haail

pengembangan kompetens dalam kastannya dengan
rbatkan kinerja belum dilaloukan

AT

1.0

netapan Kinerja Individu

2,00

2,00

100,00%

®

Terdapat penctapan Kineria Individu yang teskaie
dengan perjnngion kinecia ocganisast

A Jike aclurub penctapan Kiners individa terkait dengan
kinerin organisasi serta pecjanjian kinecia selaros dengan
sasaran kinena pegawal [SKP)

b. Jika sebhagian beaar persetapan ldnerja individuy tevkai
dengan kinena organiansi

c. Jika sehagion kecdl penstapan kinesfa individu terkalt
dengan kinega crganisasi

d, Jika belum ada penetapan kinerjn individu terkait

dengon kinecia organisasi

AJB/C/D

A

1.m




b.|Ukuran kinerja individu telah memiliki
kesesuaian dengan indikator kinerja individu
level diatasnya

a. Jika seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki
kesesuaian dengan indikator kinerja individu level
diatasnya serta menggambarkan logic model

b. Jika sebagian besar ukuran kinerja individu telah
memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu
level diatasnya

c. Jika sebagian kecil ukuran kinerja individu telah
memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu
level diatasnya

d. Jika ukuran kinerja individu belum memiliki
kesesuaian dengan indikator kinerja individu level
diatasnya

A/B/C/D

1,00

Catatan/Keterangan/Penjelasan

c. |Pengukuran kinerja individu dilakukan secara
periodik

a. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara
bulanan

b. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara
triwulanan

c. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara
semesteran

d. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara
tahunan

e. Jika pengukuran kinerja individu belum dilakukan

A/B/C/D/E

1,00

d.|Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan
dasar untuk pemberian reward

Ya, jika hasil hasil penilaian kinerja individu telah
dijadikan dasar untuk pemberian reward (Seperti:
pengembangan karir individu, atau penghargaan)

Ya/Tidak

Ya

1,00

v. |Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode
Perilaku Pegawai

0,75

0,75

100,00%

a. |Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah
dilaksanakan/diimplementasikan

a. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh
aturan disiplin/kode etik /kode perilaku yang ditetapkan
organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan
disiplin/kode etik /kode perilaku yang sesuai dengan
karakteristik unit kerja

b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh
aturan disiplin/kode etik /kode perilaku yang ditetapkan
organisasi

c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian
aturan disiplin/kode etik /kode perilaku yang ditetapkan
organisasi

d. Jika unit kerja belum mengimplementasikan aturan
disiplin/kode etik /kode perilaku yang ditetapkan
organisasi

A/B/C/D

1,00

vi. |Sistem Informasi Kepegawaian

0,25

0,25

100,00%

a.|Data informasi kepegawaian unit kerja telah
dimutakhirkan secara berkala

a. Jika data informasi kepegawaian unit kerja dapat
diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan setiap ada
perubahan data pegawai

b. Jika data informasi kepegawaian unit kerja dapat
diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan namun secara
berkala

c. Jika data informasi kepegawaian unit kerja belum
dimutakhirkan

A/B/C

1,00

.|PENGUATAN AKUNTABILITAS

5,00

5,00

100,00%

i. IKeterlibatan Pimpinan

2,50

2,50

100,00%




a.|Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara a. Jika pimpinan selalu terlibat dalam seluruh tahapan
langsung pada saat penyusunan perencanaan penyusunan perencanaan
b. Jika pimpinan ikut terlibat dalam sebagian tahapan A/B/C A 1,00
penyusunan perencanaan
c. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam
penyusunan perencanaan (hanya menandatangani)
b.|Unit kerja telah melibatkan secara langsung a. Jika pimpinan selalu terlibat dalam seluruh tahapan
pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja penyusunan perjanjian kinerja
b. Jika pimp'mar.l telr.libat .da]a}m sebagian tahapan A/B/C A 1,00
penyusunan perjanjian kinerja
c. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam
penyusunan perjanjian kinerja
c. |Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara a. Jika pimpinan selalu terlibat dalam seluruh
berkala pemantauan pencapaian kinerja dan menindaklanjuti
hasil pemantauan
b. Jika pimpinan unit kerja terlibat dalam seluruh
pen"xantau‘jm pencapaian kinerja tetapi tidak ada tindak A/B/C/D A 1,00
lanjut hasil pemantauan
c. Jika pimpinan unit kerja terlibat dalam sebagian
pemantauan pencapaian kinerja
d. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam
pemantauan pencapaian Kinerja
ii. [Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 2,50 2,50 100,00%
a.|Dokumen perencanaan kinerja sudah ada ya, jika unit kerja memiliki dokumen perencanaan kinerja Ya/Tidak Ya 1,00
lengkap
b.|Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil ya, jika perencanaan kinerja telah berorientasi hasil Ya/Tidak Ya 1,00
C. ’(II‘;rIch;apat penetapan Indikator Kinerja Utama ya, jika unit kerja memiliki IKU Ya/Tidak Ya 1,00
d.|Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria a. Jika seluruh indikator kinerja telah SMART
SMART b. Jika sebagian besar indikator kinerja telah SMART
c. Jika sebagian kecil indikator kinerja telah SMART ATBICID A N
d. Jika belum ada indikator kinerja yang SMART
e. |Laporan kinerja telah disusun tepat waktu ii,lg::a unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat Ya/Tidak Ya 1,00
f. |Laporan kinerja telah memberikan informasi a. Jika seluruh pelaporan kinerja telah memberikan
tentang kinerja informasi tentang kinerja
p. Jika sz?bagian pel.apOfan kinerja belum memberikan A/B/C A 1,00
informasi tentang kinerja
c. Jika seluruh pelaporan kinerja belum memberikan
informasi tentang kinerja
g. |Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi ya, jika terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang :
o : 5 e Ya/Tidak Ya 1,00
kinerja menangani akuntabilitas kinerja
h |Unit kerja telah berupaya meningkatkan a. Jika seluruh SDM pengelola akuntabilitas kinerja
kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kompeten
kinerja b. Jika sebagian SDM pengelola akuntabilitas kinerja A/B/C A 1,00
kompeten
c. Jika seluruh SDM pengelola akuntabilitas kinerja
belum ada yang kompeten
5.|PENGUATAN PENGAWASAN 7,50 7,50 100,00%
i. |Pengendalian Gratifikasi 1,50 1,50 100,00%

Catatan/Keterangan/Penjelasan




Penilaian

o | Telah dilskukan public campaign tentang
pengendalian gratifilcass

Bobot

Penjelasan

a. Jika public campaign tedah dilakukan secara beriala
b, Jika public campaign dilakukan tidak secara berkala
c. Jika helum dilakukan public campaign

Pitihan
Jawaban

ASB/C

Catatan/Keterangan/Penjelasan

b Pengerndalian gratifilcasd telah dilmplensentasilon)

A Jika Unit Pengendalian Oranfikesi, pengendalian
gratifikasi telahmenjadi bagian dard preseduar

b. Jika Unis Pengendalian Gratifilcasi, upaya pengendalian
grotifikesi telah mula: dilakukan

c. Jika telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikeast
tetopl belum terdapat prosedur pengendalian

d. Jikn belum memilila Unit Pengendaban Gratifikasi

A/B/CID

L00

. |Penserapan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPTP)

1,50

1,50

100,00%

u | Telah dibangun lngkungan peagendalian

1

A Jika unis kerja membangun seluruh Lirgloasgan
peogendalian =esuai dengan yang ditesapkon organisasi
dan jugs membuat novasi terkalt Hngoungan
pengendalan yang sesual dengoan karakteristik unit kerga
b, Jika unit kerja membangun seharuh lingkungan
pengendalian sesual dengan yang ditetupkan ceganlaasi
c. Jika unit kerja membangun sebagan besar bngkungan
pengendaliaon sesuai dengan yang ditetapkan ceganiaasi
d. Jika usit kerja membangun sebagian kedl Bagloungan
pengendabian sesuai dengoan yang ditetapkan ooganisosi
¢, Jika unit kega bedum membangun lingkungan
pengendalian

A/B/C/DJE

1.0

b | Telah dilakukan penilaian risiko atms
peiaksanann kehijakan

a Jika unit kerja melakukan peniladan risiko atas seluruh
pelaksanasan kebijakan sesuai dengan yang ditetapican
organisasi dan juga membuat novasi terkalt lingkungan
pengendalian yang sesual dengan learakteriatilc wesit Ketja,
b, Jika unit kerje melakokan penflaian risdo atas selurab
pelaksanaan kebijakan sesoai dengan yang ditetagioan
organisasi

. Jika melakukan peailaian risiko atas sehagion besar
pelaksanann kebijokan sesuni dengan yang ditetapkan
coganisasi

d. Jika melakulan pendlalan visiko atas sebagian Jecil
peiaksanaan Kebijakan sesuai dengan yang ditelaphan
ctpaniaasi

e, Jikca unit Kesga bedum melakukan peailaian resiko

A/B/CIDJE

1,00




.|Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk

meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi

a. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian
untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang
ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait
kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang
sesuai dengan karakteristik unit kerja

b. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian
untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang
ditetapkan organisasi

c. Jika unit kerja belum melakukan kegiatan
pengendalian untuk meminimalisir resiko

A/B/C

1,00

Catatan/Keterangan/Penjelasan

.|SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan

kepada seluruh pihak terkait

a. Jika SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan
kepada seluruh pihak terkait

b. Jika SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan
kepada sebagian pihak terkait

c. Jika SPI belum diinformasikan dan dikomunikasikan
kepada pihak terkait

A/B/C

1,00

.| Pe

ngaduan Masyarakat

1,50

1,50

100,00%

.|Kebijakan Pengaduan masyarakat telah

diimplementasikan

a. Jika unit kerja mengimplementasikan seluruh
kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang
ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait
pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik
unit kerja

b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh
kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang
ditetapkan organisasi

c. Jika unit kerja belum mengimplementasikan kebijakan
pengaduan masyarakat

A/B/C

1,00

.|pengaduan masyarakat dtindaklanjuti

va,pengaduan masyaakat ditindaklanjuti

Ya/Tidak

Ya

1,00

. |Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas

penanganan pengaduan masyarakat

a. Jika penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring
dan evaluasi secara berkala

b. Jika penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring
dan evaluasi tetapi tidak secara berkala

c. Jika penanganan pengaduan masyarakat belum di
monitoring dan evaluasi

A/B/C

1,00

.|Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan

masyarakat telah ditindaklanjuti

a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penanganan
pengaduan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja

b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penanganan
pengaduan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja

c. Jika hasil evaluasi atas penanganan pengaduan belum
ditindaklanjuti

A/B/C

1,00

iv.

Whistle-Blowing System

1,50

1,50

100,00%

a.

Whistle Blowing System telah diterapkan

a. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle
Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan Whistle
Blowing System yang sesuai dengan karakteristik unit
kerja

b. Jika unit kerja menerapkan kebijakan Whistle Blowing
System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi

c. Jika unit kerja belum menerapkan kebijakan Whistle
Blowing System

A/B/C

1,00




Telah dilokukan evaluasi atas penerapan
Whistle Wouang System

& Jika penerapan Whistle Blouang System dimonitormg
dan evaluas secara berkaln

b. Jika penerapan Whistle Blouvng Syatem dimordtaring
Gan evalossl tidak secana bericala

c. Jika penerapan Whistle Blowing Systes belum di
enonitoring dan evaluasi

ABC

1m

Hagil evaluagi atas penerapar Whisde Bloudng
System telah ditindaklanjus

A Jika seluruh hasil evaluasd atas pencrapan Whisde
Blouang Syssem telah ditindaldanjutl aleh wnit kesja

b, Jika sebagian basil evaluasi atas pencropan Whustie
Blociing System telah ditindaldanyut: oleh unnt kerja
c. Jikka hasil evalunsi atas peneropan Whistle lowang
System bedum ditindaklanjuti

A/BIC

1.00

v.

nangansn Benturkn Repeatingan

1,50

1,50

100,00%

Teiah terdapat identifileai/pemetaan benturan
kepentingun dalam tugss fungs: utama

A Jika terdapar dentifilcesif pemetaan bentunan
kepentingan pada seluruh tugas fungs: utama

b. Jika terdapat ideatifikagi f pemetaan benturan
kepentingan tetapi pada sebagion besar tugos fungsi
utama

c. Jikea terdopat identifikosi/pemetoan benturan
kepentingan tetapl pada sehaginn kecil tugas fungsi
Utama

d. Jika beluns terdapar identifikosl | pemetaan henturan

kepentingan dalum Dugas fungsl utama

Penanganan Deaturan Kepentingan telah
disca falisasikan finternalisasi

AJB/CID

a Jika proanganan Benturan Kepeotingan
disosdaliaailan [dimternalisasilan ke ssluruly lavanan
b. Jika penanganan Benturan Xepentingan
disosialinaikan fdimtermnmalisasiloen Ke sehagian besas
layanan

¢, Jika ponanganan Benturan Kepentingan
disossaliasikan /dimternalisasikan ke sebagian kecdl
layonan

d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum
disossalingikan /dinternalisasiloan e selureh lavanan

AJE/C/D

1,00

. JPenanganan Benturan Kepentingan telah

diimplementasikan

a Jika penanganan Benturan Kepentingan
diimplementasdcan ke seluruh layanan

b. Jika penanganan Beaturan Xepentingan
diimplementagiican e sebagian bhesur layanan

¢, Jika penanganan Benturan Kepentingan
diimplementoalican ke sebagian Kecil layanan

d. Jika peoanganan Benturan Xepentingan belum
diimplementasdcan ke selurub layanan

A/BICID

A

1,00

Telah dilakukan evaluasi ates Penangannn
Beaturan Kepentingan

a. Jika poenanganan Benturan Kepeotingan dievalunsd
secara berkala oleh unit kerja

b, Jikn penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi
tetapl tidak secnra berkala oleh unit kecjn

¢. Jike penanganan Benturan Kepentirgn belum
dievaluasi oleh unit kerja

A/BIC

100




e. |Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan
Kepentingan telah ditindaklanjuti

a. Jika seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan
Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja

b. Jika sebagian hasil evaluasi atas Penanganan Benturan
Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja

c. Jika belum ada hasil evaluasi atas Penanganan
Benturan Kepentingan yang ditindaklanjuti unit kerja

A/B/C

1,00

Catatan/Keterangan/Penjelasan

.| PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

5,00

5,00

100,00%

i.

Standar Pelayanan

1,00

1,00

100,00%

a.|Terdapat kebijakan standar pelayanan

a. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap
seluruh jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen
standar pelayanan publik yang berlaku

b. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap
sebagian jenis pelayanan, dan sesuai asas serta
komponen standar pelayanan publik yang berlaku

c. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap
seluruh jenis pelayanan, namun tidak sesuai asas serta
komponen standar pelayanan publik yang berlaku

d. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap
sebagian jenis pelayanan, namun tidak sesuai asas serta
komponen standar pelayanan publik yang berlaku

e. Standar Pelayanan belum ditetapkan

A/B/C/D/E

1,00

b.|Standar pelayanan telah dimaklumatkan

a. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada seluruh
jenis pelayanan dan dipublikasikan di website dan media
lainnya

b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada sebagian
besar jenis pelayanan dan dipublikasikan minimal di
website

c. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada sebagian
kecil jenis pelayanan dan belum dipublikasikan

d. Standar pelayanan belum dimaklumatkan pada
seluruh jenis pelayanan dan belum dipublikasikan

A/B/C/D

1,00

c. |Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar
pelayanan

a. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan
dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders (antara
lain : tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan
lembaga swadaya masyarakat), serta memanfaatkan
masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat

b. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan
dan dilakukan dengan memanfaatkan masukan hasil
SKM dan pengaduan masyarakat, namun tanpa
melibatkan stakeholders

c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan,
namun dilakukan tanpa memanfaatkan masukan hasil
SKM dan pengaduan masyarakat, serta tanpa melibatkan
stakeholders

d. Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas standar
pelayanan

A/B/C/D

1,00

d. |telah melakukan publikasi atas standar
pelayanan dan maklumat pelayanan

ya,telah melakukan publikasi atas tandar pelayanan dan
maklumat pelayanan

Ya/Tidak

Ya

1,00




Pelayanan Prima

1,00

1,00

100,00%

Telah dilakukan berbaga upaya peningkaton
kemampuan dan)atan kompetenai tentang
penerapan budaya pelayanan pruma

a. Telah dilakukan pelatiban/ sosialisast pelayanan prima
accara berkelanjutan dan terjadwal, schingga seluruh
petugas/ pelakaans ayanan memilii kompetensi sesuad
kebutuhan jenla layanan serta telah dan terdapat meaev
yarsg melibat XKemumpaan /kecakapan perugas / pelakaana
layanan

b, Telah dilakulkan pelatihan/somsalisasi pedayanan peama,
dan seluruh petugns/ pelaksana Jaysnan nvemslikl
kompetensi sesuani kebutuban jenss layanan

c. Telals dilaloadun pelatihan /scalalisasi peluyanan prima,
alcan tetapi baru schagian besar petugas / pelak sena
Layanan menudliki kampetensd aesusd kebutuban jeris
layanan

d. Telah diakulkan pelotihan/sosalisasi pelayanan prima
namun securn terbatas, schinggn hanya sebagan kedl
prtugas/ pelaksana layanan yang memiliki kompetenst
sesuad kebutuhan jenis layanan

e. Belum diladoulcan pelatihan /soasialisasl pelayanan
primo, dan seluruh petugns/ pelaksana layanan bedum
memiliki kompetens seaual Kebarulsan jenia layanan

A/BIC/DJE

1,00

Informas tentang pelayanan mudah diakses
melaha berbaga media

a. Scluruh Ioformast tentang pelayvanan dapat diakoses
secara online (website/ media sosial) dan terhubung
dengan sistem informesi pelaganan publik nasicnal

b, Seluruh Informasi tentang pelayanon dapot dinkses
accara online [website) madia sealal), nemun belum
terhubung dengan sistem Infoemasi pelayansan pahlik
nasional

¢, Scluruh Informasi tentang palayanan belum online,
honya dapat diskses di tompat layanan (mtranet dan non
elektronik)

d. Informasi tentang pelavanan sulit diakses

AJB/C/D

1,00

| Telah tecdapar sistern pemberian penghargaan

dan sanksi bag petugas pembern pelagunan

& Telah terdagat kebijakan pemberian pengharpean dan
sankai yang mmimal memenszhs unsur penidaian: disiplin,
kinerja, dan basil penllaian peogguna layanan, dan telals
ditecapkan secara ruting berkelanjutan

b. Tedah terdapat kebijakan pembderian pengharguan dan
aanksi yang minimal memenahi unsar penfalan: disiplin,
kinerja, dan basil pentision pengguna layanan, namun
belum diterapian secara rutingberkelanjutan

¢, Teloh terdopat kebdjakan pembenan penghargann dan
sanksi, namun belum memenuhi unsur penilaian minimal
s diaiplin, Kinerja, dan haadl penilalan pesgguna ayanan
d. Belum terdapat kebijakon pemberian peaghargaas dan
sk

A/B/C/D

1,00




.|Telah terdapat sistem pemberian kompensasi

kepada penerima layanan bila layanan tidak
sesuai standar

a. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila
layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di
seluruh jenis layanan

b. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila
layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di
sebagian besar jenis layanan

c. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila
layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di
sebagian kecil jenis layanan

d. Belum terdapat sistem pemberian kompensasi bila
layanan tidak sesuai standar

A/B/C/D

1,00

Catatan/Keterangan/Penjelasan

. |Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi

a. Jika seluruh pelayanan sudah dilakukan secara
terpadu/terintegrasi

b. Jika sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara
terpadu/terintegrasi

c. Jika sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara
terpadu/terintegrasi

d. Jika tidak ada pelayanan yang dilakukan secara
terpadu/terintegrasi

A/B/C/D

1,00

. |[Terdapat inovasi pelayanan

a. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang
berbeda dengan unit kerja lain dan mendekatkan
pelayanan dengan masyarakat serta telah direplikasi

b. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang
berbeda dengan unit kerja lain dan mendekatkan
pelayanan dengan masyarakat

c. Jika unit kerja memiliki inovasi yang merupakan
replikasi dan pengembangan dari inovasi yang sudah ada
d. Jika unit kerja telah memiliki inovasi akan tetapi
merupakan pelaksanaan inovasi dari instansi pemerintah
e. Jika unit kerja belum memiliki inovasi pelayanan

A/B/C/D/E

1,00

iii. | Pe

ngelolaan Pengaduan

1,00

1,00

100,00%

.|Terdapat media pengaduan dan konsultasi

pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor!

a. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara
offline dan online, tersedia petugas khusus yang
menangani, dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!
b. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara
offline dan online, tersedia petugas khusus yang
menangani namun belum terintegrasi dengan SP4N-
LAPOR!

c. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara
offline dan online, namun belum tersedia petugas khusus
yang menangani

d. Hanya terdapat media konsultasi dan pengaduan
secara offline

e. Tidak terdapat media konsultasi dan pengaduan

A/B/C/D/E

1,00




.|Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan

konsultasi pelayanan

a. Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan
pengaduan, serta surat penugasan pengelola SP4N-
LAPOR! di level unit kerja

b. Terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! di level instansi
dan/atau surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di
level unit kerja, namun unit pengelola khusus untuk
konsultasi dan pengaduan belum ada

c. Belum terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi
dan pengaduan, serta belum terdapat SK pengelola SP4N-
LAPORI di level instansi dan/atau surat penugasan
pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja

A/B/C

1,00

Catatan/Keterangan/Penjelasan

.|Telah dilakukan evaluasi atas penanganan

keluhan/masukan dan konsultasi

a. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan
konsultasi dilakukan secara berkala

b. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan
konsultasi dilakukan tidak berkala

c. Belum dilakukan evaluasi penanganan
keluhan/masukan dan konsultasi

A/B/C

1,00

iv.

Pe

nilaian Kepuasan terhadap Pelayanan

1,00

1,00

100,00%

.|Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan

a. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
dilakukan minimal 4 kali dalam setahun

b. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
dilakukan minimal 3 kali dalam setahun

c. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
dilakukan minimal 2 kali dalam setahun

d. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
dilakukan minimal 1 kali dalam setahun

e. Belum dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan

A/B/C/D/E

1,00

Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses
secara terbuka

a. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara
online (website, media sosial, dll) dan offline

b. Hasil survei kepuasan masyarakat hanya dapat diakses
secara offline di tempat layanan

c. Hasil survei kepuasan masyarakat tidak dipublikasi

A/B/C

1,00

Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei
kepuasan masyarakat

a. Jika dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survei
kepuasan masyarakat

b. Jika dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil
survei kepuasan masyarakat

c. Jika dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil
survei kepuasan masyarakat

d. Jika belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survei
kepuasan masyarakat

A/B/C/D

1,00

Pe

manfaatan Teknologi Informasi

1,00

1,00

100,00%

.|Telah menerapkan teknologi informasi dalam

memberikan pelayanan

a. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi
informasi pada seluruh proses pemberian layanan

b. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi
informasi pada sebagian besar proses pemberian layanan
c. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi
informasi pada sebagian kecil proses pemberian layanan
d. Terdapat pelayanan yang belum menggunakan
teknologi informasi pada proses pemberian pelayanan

A/B/C/D

1,00




Catatan/Keterangan/Penjelasan

c. 'I‘el_ah mem})angun database pelayanan yang Ya,.jika tela. membangun database pelayanan yang Ya/Tidak Ya 1,00
terintegrasi terintegrasi
b.|Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus a. Perbaikan dilakukan secara terus-menerus
b. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus A/B/C A 1,00
c. Belum dilakukan perbaikan
II. | REFORM 30,00 30,00 100,00%
1. MANAJEMEN PERUBAHAN 4,00 4,00 100,00%
i. |Komitmen dalam perubahan 2,00 2,00 100,00%
a.|Agen perubahan telah membuat perubahan yang Misalkan dengan kebijakan 1 Agen 1 Perubahan
konkret di Instansi (dalam 1 tahun) Persentase diperoleh dari Jumlah Perubahan yang dibuat Yo 100,00% 1,00
dibagi dengan Jumlah Agen Perubahan
- Jumlah Agen Perubahan Jumlah 2
- Jumlah Perubahan yang dibuat Jumlah 2
b. Per"ubahan' yang dlb'uat Agen Pe.rubahan telah % 100,00% 1,00
terintegrasi dalam sistem manajemen
- Jumlah Perubahan yang dibuat Jumlah 1
- Jumlab Perubahar.l yang telah diintegrasikan Jamilsh 1
dalam sistem manajemen
ii. | Komitmen Pimpinan 1,00 1,00 100,00%
- |Pimpinan memiliki komitmen terhadap a. Target capaian zona integritas sudah ada di dokumen
pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya perencanaan unit kerja dan sebagian besar (diatas 80%)
target capaian reformasi yang jelas di dokumen sudah tercapai
perencanaan b. Target capaian zona integritas sudah ada di dokumen
perencanaan unit kerja dan sebagian (diatas 50%) sudah
tercapai
c. Target capaian zona integritas sudah ada di dokumen
perencanaan unit kerja dan sebagian kecil (dibawah 50%) o e T x 1A
sudah tercapai
d. Target capaian zona integritassudah ada di dokumen
perencanaan unit kerja, namun belum ada yang tercapai
(masih dalam tahap pembangunan)
e. Tidak ada target capaian zona integritasdi dokumen
perencanaan unit kerja
iii. Membangun Budaya Kerja 1,00 1,00 100,00%
- |Instansi membangun budaya kerja positif dan a. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah
menerapkan nilai-nilai organisasi dalam dinternalisasi ke seluruh anggota organisasi, dan
pelaksanaan tugas sehari-hari penerapannya dituangkan dalam standar operasional
pelaksanaan kegiatan/tugas
b. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah
dinternalisasi ke seluruh anggota organisasi, namun
belum dituangkan dalam standar operasional A/B/C/D A 1,00
pelaksanaan kegiatan/tugas
c. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah disusun,
namun belum dinternalisasi ke seluruh anggota
organisasi
d. Belum menyusun budaya kerja dan nilai-nilai
organisasi
2.|PENATAAN TATALAKSANA 3,50 3,50 100,00%
i. |Peta Proses Bisnis Mempengaruhi 0,50 0,50 100,00%




Telah disusun peta proses bisnus dengan adanya
ponyederhanaan jabatan

a. Petn proses bisnis telah disusun dan mempengarizhi
penyederhanaan seluruh jabatan

b. Peta proaes bisnia telah diausun dan mempengaruhi
peayederhansan sebagion besar [ledih dari 50%) jabatan
c. Peta prases bisals telah disvaun dan mesnpengarubl
peayederhanaan sebagian kecdl (larang dard 50%)
Jabaton

d. Peta proses besnis tedab disusun dan belum
mempengaruhi penyederbanoan jabatan

A/BIC/D

1,00

=

Bistem Pemerintahan Berbasis Elektronik {SPEE)

1,00

1,00

100,00% |

Implementasi SPUE telah terintegrasi dan
mampu mendorong pelaksansan pelayanan
puhilik yang lebih cepat dan efisien

o. Implementasi SPUE telah terintegras: dan mampu
mendorong pelaksanaan pelayanon publik yang lebih
cepat dan efisien

b. Implementaal SPBE telah mampu mendocang
pelaksaraan pelayanan pubik yang deiiih cepat dan
efigien, numun belum terintegrasl (parsial)

¢, Implementasi SPEE belum mendorong pelakesnsan
pelayanan publik yang lebhib cepat dan efisien

AJBIC

1.0

Implementasi SPOE telah terintegrasi dan
mampu mendorong pelaksannan pelayanan
mternal arganisasi yang lebih cepat dan efisien

a Implementasi SPBE telah terintograsi dan mampu
mendorong pelaksanann peloyansn interoal unit kerja
yang lebth cepat dan efisien

b, Implementasi SPDE telah mampu mendorong
priaksarsaan paayanan intermnal unit kerja yang lebih
cepat dan efisien, namuen belum terintegraal (parsiall

¢. Implementasi SPBE belum mendorong pelaksanean
peiavanan intermal unit Kerja vang Jebih cepat dan efisien

AfB/C

1,00

|E

 Yransformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat

2,00

2,00

100,00%

Tranaformasi digital pada bidang proses bosnis
urama telah mampo memberikan nilal manfsst
bap unit kega secara optimal

a. Kraterin hurud b telah terpenuhbi don penerapan atan
peoggunaan dari manfaat/dampak darl ransformasi
digital pada bidang proses bisnis utoma bagl unit kera
tedzh ddakukan validass dan evaluas: serta ditindaklanjuti
secara berkelanjutan

b. Kriterta buruf ¢ telah terpenubi dan manfaat/dampak
dari ranaformasi digital pada bidang proses bissis utama
telah diterapkan /digunakan oleh unit kerja sesuad dengan
sasaran dan target manfaal) dampak

¢, Kritersa huruf d telab terpenuhs dan manfant /dampak
darl transformaost digital pada bidong proses. bispis utama
telah mampu direalisagilcan pada unit Kerja sesuai
dengan saaaran dan target manfaat fdampak

d. Kriteria huraf e telah terpenuli dan kapabilites
prakirean dan pelacalian terhadap sesaran dan target
manfaat/ dampak dan transformasi digital pada bidang
proses bisnds utama

e. Sasaran dan tanget manfant/dampak dar transfocmasi
digital pada bhidang proses besnis utama telah
direrscanakan, didefinkaikan, dan ditetapkan

A/B/C/D/E

1Lm




b | Transformasi digital pada bidang administrasi a. Krateria hured b telah terpenubi dan penerapan atau
pemenntaban telah mampu memberikan nidai penggunaan dari manfant/dampok dari transformast
manfaat hagi unit kerja secara optimal digital pada bidang administraal pemerintahan bagi unit
kerga telah ddakukan validasi dan emlassi serta
ditendakbanjuti secars herloelanjutan

b, Kriteria howruf ¢ telah terpenuhl dan msanfaat fdampak
dari transformant digital pada bidang adminsstras:
pemerintaban telah diterapkan/digunakan obeh unit kesa
seauad dengan sasaran dan target manfaat/dampak

¢, Kritena hurut d telab terpenuhs dan manfast ) dampak
dari transformaal digital pads bidang administraal
pemerintalan telah mampu direslisasikan pads unir kega
sedlad dengan sasarun dan target manfaat /dampak

d, Kriteria hural ¢ telah terpenuld dan Kapabilites
prakirsan dan pelacakan techadap sasaran dan target
manfaat/dampak dan transformas: digital pada bidang
administrasi pemerintahan

e. Sasaran dan target manfaat /dampak dari transformasl
digital pada bidang adminiatraai pemerintaban telah
direncanakan, didefinisilkan, dan ditetapkan

A/B/C/D/E A 1.03

o

Transformas: digital pada bidang pelayanan o Kriterin huruf b telah terpenuhi dan penerapan ntau
publik tedah neampa memberikan nilal manfat peagyunaan dari manfat/dampalk dari transformaal

bag unit kega secora optamal digital pada bidang pelayanan publik bagl unit kerja telabh
dilaloukan validasi dan evaluasd serta ditindaklanjutl
socare berkelanjuan

b, Kriteria huruf ¢ teloh terpenuhi dan manfant/dampak
darl transformasi digital pads bidang pelayanan publik
telah diterapkan /digunaken oleh unit kerjn sesun) dengon
sasarun dan target manfaat/dampak

¢. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan nsanfaat fdampak
darl tranaformaal digital pads bidang pelayanan publik
telalh mampu direalisagilcan pada wunit Kerja sesuai
dengan sasaran dan target manfsat fdampak

d. Kriteria huruf e telab terpenuls dan kapabilitas
prakiraan dan pelocakan techadap sasaran dan target
manfaat/ dampak dart transformass digital pada bidang
peiayanan publik

e. Sasaran dan target manfaat /Gampak dard ransformaal
digital pada bidang pelayanan publik telah direncanakan,
didefinisiXan, dan diretapkan

A/BIC/D/E A 100

PENATAAN SISTEM MARAJEMEN SDM APARATUR
i. | Kinerja Individe 50
Ukuran kinerja individu telah berarientasd hasil o Sehuruh ukuran kinerja individa telah berarientasi haail
loutcame) sesumi pada levelnyva (outcome) sesuma pada levelnya

b. Sebagian ukuran kinerja individu telah berarientaal
haosil {outcome | sesuai pada Jovelnyas

¢, Tidak ads ukuran kinerja ind midu yang berorientasi
hasil loutcome |

00 100,00%
.50 100,00%

e fon
g
— |'u

1 3

A/B/C A 1,00




Catatan/Keterangan/Penjelasan

ii. | Assessment Pegawai 1,50 1,50 100,00%
a |Hasil assement telah dijadikan pertimbangan a. Seluruh hasil assessment dijadikan dasar mutasi
untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai internal dan pengembangan kompetensi pegawai
b. Hasil assessment belum seluruhnya dijadikan mutasi
internal dan pengembangan kompetensi pegawai A/B/C A 1,00
c. Hasil assessment belum dijadikan dasar mutasi
internal dan pengembangan kompetensi pegawai
iii. | Pelanggaran Disiplin Pegawai 2,00 2,00 100,00%
a |Penurunan pelanggaran disiplin pegawai Persentase pernurunan pelanggaran disiplin pegawai
diperoleh dari Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya % 100,00% 1.00
dikurangi Jumlah pelanggaran tahun ini kemudian dibagi ! A
dengan Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya
- Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya Jumlah 1
- Jumlah pelanggaran tahun ini Jumlah 0
- Ju@ah pelanggaran yang telah diberikan Jisinlak ]
sanksi/hukuman
.|PENGUATAN AKUNTABILITAS 5,00 5,00
i. |Meningkatnya capaian kinerja unit kerja 2,00 2,00 100,00%
- |Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau Persentase diperoleh dari Jumlah Sasaran Kinerja yang
lebih tercapai 100% atau lebih dibagi dengan Jumlah Sasaran Y% 100,00% 1,00
Kinerja
- Jumlah Sasaran Kinerja Jumlah 1
- Jumla}} Sasaran Kinerja yang tercapai 100% Fasnlak 1
atau lebih
ii. |Pemberian Reward and Punishment 1,50 1,50 100,00%
- |Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja a. Seluruh capaian kinerja (Perjanjian Kinerja) merupakan
telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward unsur dalam pemberian reward and punishment
and punishment bagi organisasi b. Sebagian besar Capaian Kinerja (lebih dari 50%
Perjanjian kinerja) merupakan unsur dalam pemberian
reward and punishment
c. Sebagian kecil Capaian Kinerja (kurang dari 50% A/B/C/D A 1,00
Perjanjian kinerja) merupakan unsur dalam pemberian
reward and punishment
d. Capaian Kinerja (Perjanjian kinerja) belum menjadi
unsur dalam pemberian reward and punishment
iii. | Kerangka Logis Kinerja 1,50 1,50 100,00%
- |Apakah terdapat penjenjangan kinerja a. terdapat Kerangka Logis kinerja yang mengacu pada
((Kerangka Logis Kinerja) yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan digunakan dalam
kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai
penentuan kinerja seluruh pegawai? b. terdapat Kerangka Logis kinerja yang mengacu pada
kinetrja utamz-a organisasi namun be.lum digunakan dalam A/B/C/D A 1,00
penjabaran kinerja seluruh pegawai
c. Kerangka Logis kinerja ada namun belum mengacu
pada kinerja utama organisasi dan belum digunakan
dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai
d. Kerangka Logis kinerja belum ada
.| PENGUATAN PENGAWASAN 7,50 7,50 100,00%
i. |Mekanisme Pengendalian 2,50 2,50 100,00%




- |Telah dilakukan mekanisme pengendalian
aktivitas secara berjenjang

a. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang
tersistem mulai dari perencanaan, penilaian risiko,
pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung
jawab aktivitas serta pimpinan unit kerja dan telah
menghasilkan peningkatan kinerja, mekanise kerja baru
yang lebih efektif, efisien, dan terkendali

b. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang
tersistem mulai dari perencanaan, penilaian risiko,
pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung
jawab aktivitas serta pimpinan unit kerja namun belum

Catatan/Keterangan/Penjelasan

berdampak pada peningkatan kinerja unit kerja A/B/C/D/E A 1,00
c.Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang
tersistem mulai dari perencanaan, penilaian risiko,
pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung
jawab aktivitas
d. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi tetapi
tidak tersistem
e. Tidak terdapat pengendalian atas aktivitas utama
organisasi
ii. |Penanganan Pengaduan Masyarakat 3,00 %o 3,00 100,00%
- |Persentase penanganan pengaduan masyarakat Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan o
d £ o 100,00% 1,00
masyarakat yvang harus diselesaikan
- Jumlah pe'ng.aduan masyarakat yang harus FJonilak 1
ditindaklanjuti
- 'Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang Fowniak 1
diproses
- Jumlah pc?ng'aduan masyarakat yang selesai Jiitilak 1
ditindaklanjuti
iii. |[Penyampaian Laporan Harta Kekayaan 2,00 % 2,00 100,00%
i. |Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
1,00 1,00
- |Persentase penyampaian LHKPN Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta
kekayaan diatur dalam:
1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002
3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 Yo 100,00% 1,00
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07
Tahun 2016
5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004
6. SE MenPANRB No. SE/03/M.PAN/01/2005
-|Jumlah vang harus melaporkan Jumlah 3,00
- Kepala satuan kerja Jumlah 1,00
L}l;t;ég;at yang diwajibkan menyampaikan Fosrrdnk 1,00
- Lainnya Jumlah 1,00
-|Jumlah vang sudah melaporkan Jumlah 3,00
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur 1.:00 -

Sipil Negara (LHKASN)




Catatan/Keterangan/Penjelasan

- |Persentase penyampaian LHKASN Penyampaian LHKASN diatur dalam:
1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Ve 100,00% 100
3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015
4. SE MenPANRE No. 1 Tahun 2015
i:;:;l yang harus melaparkan (ASN tidak wajib Jumlah 3.00
- Pejabat administrator (eselon ) Jumlah 1.00
- Pejabat Penawas jeselon 1V) Jumlah 1,00
-Jumlah Fungsional dan Pelaksana Jumlah 100
-JJumlah yang sudsh melaporcan Jumlah 3.00
6. PENINGEKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 5.00 5.00 100,00%
i. |Upays dan/atau Inovasi Pelayanan Publik 2,50 2,50 100,00%
a. |Upaya dan fatau inovasi telah mendarong a, Upaya dan/atau inovasi yang dilalkukan telah
perbaikan pelayanan publik pada: mendorong perbaikan seluruh pelayanan publik yang
1. Kegesuaian Persyaratan prima |lebikh Cepat dan mudah)
2, Kemudshan Sistem, Mekanisme, dan b Upaya dan/atan Inovasi yang dilakuksan belum
Prosedur scluruhnys memberikan dampak pada perbaikan
3. Kecepatan Wakiu Penyelesaian pelayanan public yang prima (Cepat dan mudah)
4. Kejelasan Blaya/Tanf, Gratis ¢ Upsaya dan/atan inovass yang dilakukan belum sesusl A/B/CID A P
5, Kualitas Preduk Speaifikasi Jents Pelayanan kebutuhan ; Y
&. Kompetensi Pelaksana/ Web d. Belum ada inovasli
7. Penlaku Pelaksana/ Web
8, Kualitasz Sarana dan prasarana
9. Penanganan Pengeduan, Saran dan Masukan
b.iUpaya dan fatau inovasi pada Peraentase dipercieh dan Jumiah perjjinan/ pelayanan
pedjinan fpelayanan telah dipermudah: yang telah dipermudah dibagi dengan Jumlah
1. Waktu Iebih cepat perijinan/ pelayanan yang tecdata/ terdaftar .
2. Pelayanan Publik yang terpadu * NN 00
3. Alur lebih pendelc/singkat
4 Terintegrasi dengan aplikasi
-Jumlah perijinan f pelayanan yang
terdataf/terdaltar - :
- tJuml.ah perijinan / peiayrnan yang telah Rl |
dipermudah
i, | 2,50 2.%0 100,00%
- |Penanganan pengaduan pelayanan dilakuksan a. Pengadunn pelayansn dan konsultas: telah direspon
melalui berbagal kanal/media secara reaponsive dengan cepat melahai berbagai kanal/media
dan bertanggung jawab b. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon
dengan cepat melalui kanal /media yang terbatas " A
¢. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat A/BICID 3 1,00
melalui berbagail kanal/ media
d. Pengerduan pelayanan dan konsultas: direspon lambat
dan kanal /media terbatas
TOTAL PENGUNGEKIT 60,00
B. |HABIL 40,00 40,00 100,00%
[. |BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL 22,50 22,50 100,00%
a |Nilai Survey Persepsi Korupel [{Survei Eketernal| 17 50 Diisi dengan nilal hasil Survei Eksternal atag Persepsi Nilai 4.00 17.50
> Antt Korupsi (Indeks Persepst Anti Korupsl / IPAK) (0-<4| ' 3




b |Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja 4. Target Rinerja utama tercapai lebil dari 100% dan lebih
! - . - * 3 .
{Sebelumnya baik dari capaian kinerje utama tahun sebelumnya serta

lebih baik dari capainn kinerja nasional /rata-rata capaian
kinerja unit yang sejenis,;

b.Target kinetja utama tercapai 100% dan lebih baik dard
5,00 capaian kinesja utama tohun sebelumnyas; A/B/C/D/E A 5.00
¢ Tanget Rinerja utama tercapal 100% atau lebih, namun
tidak Jebih baik darl capalan kinerjs utama tahun
sebelumnya;

d. Kinerja utama sudah orientast hasil akan retapi masih
terdanat tareet Kineria ntama vane tidak tercanal

II. |[PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA 17,50 17,50 100,00% ]
a |Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survel Eksternal) Diisi dengan Nilai Hosil Survei Eksternal Kualitas Nilai
17,50 |Pelayanan [Indexs Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / e 4,00 17,50
[PKFY 4

TOTAL HASIL

NILAI EVALUASI ZONA INTEGRITAS

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
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